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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab Nama Huruf latin Nama
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
o Ba B Be
< Ta T Te
. Sa Es (dengan titik
= S diatas)
z Jim ] Je
Ha Ha (dengan titik
C H dibawah)
' Kha Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
Zal : Zet (dengan titik
> Z i
diatas)
g Ra R Er
5 = z Zet
o Sin S Es
- Syin
o Sy Es dan ye
Sad g Es (dengan titik di
o2 ' bawah)
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Dad De (dengan titik di

o D bawah)

1 Ta T Te (dengan titik di

' bawah)
. Za Zet (dengan titik

L ‘ di bawah)

5 ‘Ain ‘ apostrof terbalik
't Gain G Ge

b Fa F Ef

X Qof Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

o Nun N En

, Wau W We

: Ha H Ha

. Hamzah , Apostrof

< Ya Y Ye

Hamzah (<) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.VVokal tunggal bahasa Arab yang



lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama
& Fathah dan ya Ai Adanl
¥ Fathah dan Au Adan U
wau
Contoh:
&S Kaifa
Js> © Haula

2. Maddah atau vokal

panjang yang

lambangnya berupa

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan huruf,

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama
&\ | Ve L. | fathah dan alif 2 a dan garis di
atauya atas
e kasrah dan ya i i dan garis di
atas
rs dammah dan wau U u dan garis di
atas

Contoh:



&G s mata

jé :qila
I _
ek 1 yamutu
3. Tamarbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: fa marbutah yang hidup atau

mendapat harkat 7athah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan

ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ¢a

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
JUbY 8535 ¢ raudah al-atfal

“iL/bszS\ 250N+ al-madinah al-fadflah

°

4aSA : al-hikmah
4. Syaddah (Tasydii)
Syaddah atau tasydi/ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydi/ ( < ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:

L3, © rabbana
3£ : najjaina

54 : al-hagg
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%4-\ . al-hajj

/“‘15 29
v-/*—’ . nu 1ma

Y
9e : ‘aduwwun

Jika huruf (s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah o

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

e Ali (bukan “Aliyyatau “Aly)

{35 1 " Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\(alif lam
ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa,
al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

P

:,«i:ﬁ\ . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﬁj}jﬂ . al-zalzalah (az-zalzalah)
el : al-falsatah
S+ al-biladu
Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

) }%ﬂ —
920 : ta’muruna
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2841 al-nau

?;53 : syai’un
:),j : umirtu
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari a/-Qur’an), Sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

8. Lafz al-Jalalah 4
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
&) :}39 : dinullah

AV billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& 33;} 3 {i-i . hum fi rahmatillahi

.

9. Huruf Kapital
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
_Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Xiv



DAFTAR ISI

KATA PENGANT AR ..., v
PERSEMBAHAN ... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..., viil
DAFTAR IS . e e XV
DAFTAR TABEL ... xvil
DAFTAR GAMBAR . ... xVviil
DAFTAR LAMPIRAN ..o XIX
MO T T O e XX
AB S T RAK L XX1
A B S T R A T o Xxil
Codl gathe Lo xxi11
B A B L 1
PENDAHULUAN ... 1
A, Konteks Penelitian ..........cooveiiiieiiee s 1

B. FoKuUS Penelitian............cccooviiiiiiiiiii e, 7
C. Tujuan PeNElITIAN .......ccveiiiiieicie e 7
D. Manfaat PENelitian ..........cccooveiiiiiiieie e 7

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian ..........c.cccooeviiiniiennnnene 8
F. DefiniSi IStHaN .........ooiie e 18

B A Ll 20
KAJLAN PUS T AK A e, 20
A.  Pemaksaan PerkaWiNan..........cccccvoueiireieeiiesieenesie s 20

1. Pengertian Pemaksaan Perkawinan dalam ISlam ...........ccccoovveninenininennnnnne 20

2. Pengertian Wali NiKaN ......ccooeiiiiiiceee s 20

3. WHIAYAR AI-IJDAT ...t 22

4. Pemaksaan Perkawinan Menurut Madhab Figh.........ccoceiininiinieeiee, 23

XV



5. SYAIAL DAL ......c.eeueeiieiiiiisieeee e 29
6. Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang TPKS..........cccccceieininenne. 30
7. DasAr HUKUIM ..ottt 39
8. Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS.........cccccceviveeveneeeenne 41
B. Konsep Teoritik Maslahah Mursalah Imam Ghazali..............c.cccoveiiennnne 44
1. Biografi Imam Ghazali.........c.cccooeeeieiieieiiceeeceeeee e 44
2. Teori Masiahah Mursalah Imam Ghazali ............ccccoeveevinininenenencceeeee 48
3. Teori Maslahah Mursalah Menurut Para Ulama............cccccoevvevereneecnnencienne 51
C. Kerangka BerpiKil.........ccivveiiiieieeie et 61
BAB Ll .o 62
METODE PENELITIAN ..o oo 62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian...........ccccoviieiiiiiniiiiiccenceeee 62
B. Pengumpulan Bahan HUKUM ...........ccooiiiiiiiceccce e 65
C. Analisis Bahan HUKUM ... 65
D. Keabsahan Bahan HUKUM ... 67
B A B IV 69
DESKRIPSI PERMASALAHAN DAN HASIL PENELITIAN ..o, 69
A. Deskripsi Permasalanan ...........ccooviiiiiiiiiieneeeee e 69
1. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022.............. 69

2. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022 Perspektif
Maslahah Mursalah Imam Ghazali..........ccccceeveiiiieiiiiccece e 70
B.  HaSil PENEITIAN ..o 73
1. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022............. 73

2. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Perspektif Teori Masiahah Mursalah

IMAM GRAZANI ... 94

B A B Vo 108
PENUTUP . 108
AL KESIMPUIAN L. 108
B SAIaN.... e 109
DAFT AR PUST AK A 111
LAMPIRAN . e 117

XVi



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian................... ......... 11
Tabel 2. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian........................ ..... 14
Tabel 3. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian ........................... 16
Tabel 4. Kajian Pustaka...........ccoooiiiiii e, 43
Tabel 5. Kajian Pustaka..............oooiiiii e, 43

XVii



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Diagram 1. Kerangka Berpikir

XViii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Riwayat HIdUP. ..o e 118

XiX



MOTTO

Db g5 558 30 g ) 15 gl il 2 28T sl O SISIIRNY
L o38aE 8 SV el

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21)
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ABSTRAK

Andriansyah, Yaffi Jananta. 2023, Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Perspektif Teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali, Tesis,
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik lbrahim Malang. Pembimbing : (I) Dr. Suwandi,
M.H., (1) Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Kata kunci: Konsep ljbar, Maslahah Mursalah, Pemaksaan Perkawinan

Tindakan kekerasan seksual masih kerap terjadi di Indonesia, hal
tersebut memprakarsai penyusunan UU. No. 12 Tahun 2022 tentang tindak
pidana kekerasan seksual. Didalam undang-undang ini disebutkan jenis-
jenis kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual
fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,
penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan
seksual berbasis elektronik.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang pemaksaan perkawinan,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemidanaan
pemaksaan perkawinan dalam undang-undang mengakomodir konsep ljbar
dalam Islam dan bagaimana pemidanaan tersebut jika dikaji menggunakan
teori maslahah mursalah milik Imam Ghazali. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pemidanaan pemaksaan perkawinan
dalam undang-undang tidak mengakomodir konsep ljbar, karena dalam
konsep ljbar terdapat tanggung jawab seorang wali terhadap anaknya, hal
tersebut juga didukung oleh norma grundnorm UUD 1945. Pemidanaan
pemaksaan perkawinan apabila dikaji menggunakan teori maslahah
mursalah, hal tersebut merupakan maslahah, karena kategori yang tertulis
adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan
praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku
perkosaan, ketiga hal tersebut sungguh membawa dampak negatif dan
menyebabkan mafsadah.
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ABSTRACT

Andriansyah, Yaffi Jananta. 2023, Criminalization of Forced Marriage in Law
no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence from the Perspective
of the Maslahah Mursalah Theory of Imam Ghazali, Thesis, Masters
Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Postgraduate School of Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (1) Dr. Suwandi,
M.H., (I1) Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Key words: Concept of Ijbar, Maslahah Mursalah, Forced Marriage

Acts of sexual violence still often occur in Indonesia, this has
initiated the drafting of laws. No. 12 of 2022 concerning crimes of sexual
violence. This law states the types of sexual violence, namely non-physical
sexual harassment, physical sexual harassment, forced contraception, forced
sterilization, forced marriage, sexual torture, sexual exploitation, sexual
slavery, and electronic-based sexual violence.

This research will discuss forced marriages, the purpose of this
research is to find out whether the punishment for forced marriages in law
accommodates the concept of Ijbar in Islam and how this punishment is
studied using Imam Ghazali's maslahah mursalah theory. The research
method used is normative research.

The results of this study are that the punishment for forced marriage
in the law does not accommodate the concept of Ijbar, because in the concept
of ljbar there is the responsibility of a guardian towards his child, this is also
supported by the grundnorm of the 1945 Constitution. This is a maslahah,
because the categories written are child marriage, forced marriages in the
name of cultural practices, and forced marriages of victims and perpetrators
of rape, these three things really have a negative impact and cause mafsadah.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tindakan kekerasan seksual masih kerap terjadi di berbagai daerah
di Indonesia. Khususnya di lingkungan pembelajaran, yakni di sekolah
hingga perguruan tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi
korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat
15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya,
30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada
pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun.
Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi
di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan
terjadi di tempat lainnya. Sementara dari provinsinya, jumlah perempuan
korban kekerasan paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur, yakni
sebanyak 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh provinsi Jawa
Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan

berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang®.

! Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada
2022"., https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-
pada-2022. Diakses pada 04 Juni 2023 pukul 05:08.



https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022
https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022

Hal ini memprakarsai disusunnya Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah diusulkan oleh
Komnas Perempuan sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2021 RUU ini telah
resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir
Maret tahun 2021, yang mana sebelumnya pernah dikeluarkan dari
Prolegnas pada tahun 2020. RUU ini menjadi penting untuk disahkan karena
didalamnya dijelaskan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual,
sehingga bisa menjerat para pelaku yang selama ini bisa lolos karena belum
memenuhi unsur -unsur legalitas tindak pidana dalam KUHP?,

Adapun beberapa tujuan dari RUU ini yaitu, pertama, selama ini
substansi yang terdapat pada KUHP belum cukup memberi perlindungan
bagi para korban kekerasan seksual. Kedua, RUU ini tidak hanya
melindungi korban, tetapi juga melindungi keluarga korban dan saksi yang
kerap mendapat ancaman dari pihak pelaku. Ketiga, terdapat unsur
rehabilitasi bagi para pelaku, tidak hanya kepada korban saja, yang mana
bertujuan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Diharapkan
RUU ini bisa memberantas kekerasan seksual yang kerap terjadi di
Indonesia, serta mempermudah proses penanganan kasus, pemberian

layanan bantuan serta proses pemulihan®.

2 Dwiko Rynoza Nur Rachman, https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-
kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-
sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS, sempat%20dikeluarkan%20
pada%20tahun%202020. Diakses pada : 20 Agustus 2022 pukul 09:55 WIB.

3Dwiko Rynoza Nur Rachman, https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-
kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-
sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS sempat%20dikeluarkan%20
pada%20tahun%202020. Diakses pada : 20 Agustus 2022 pukul 09:55 WIB.



https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020
https://bemu.umm.ac.id/id/berita/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kapan-ruu-pks-di-sahkan.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20RUU%20PKS,sempat%20dikeluarkan%20pada%20tahun%202020

Akhirnya Undang-Undang ini secara resmi disahkan pada tanggal
12 April 2022 oleh DPR. Undang-Undang ini merupakan bentuk kehadiran
negara dalam melindungi para korban kekerasan seksual.* Pada pasal (4)
ayat (1) tertulis 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu, pelecehan
seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,
pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual,
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis
elektronik.®> Salah satu tindak pidana yang tertulis pada undang-undang
tersebut adalah pemaksaan perkawinan.

Kasus pemaksaan perkawinan terhadap perempuan di Indonesia
masih cukup tinggi. Terutama setelah masa pandemi Covid-19. Hal tersebut
sungguh berdampak buruk pada perempuan secara sistematik baik secara
psikis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pemaksaan perkawinan bisa
mengancam keselamatan jiwa perempuan, seperti ancaman terkena trauma
psikis, depresi, stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan,
pengucilan sosial, hingga bunuh diri karena sudah putus asa.

Salah satu tema yang dibahas dalam KUPI (Kongres Ulama
Perempuan Indonesia) adalah perlindungan perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan, karena dampak buruknya sungguh banyak. Maka
dari itu KUPI memutuskan bahwa melindungi perempuan dari bahaya

pemaksaan perkawinan merupakan sebuah kewajiban. Menurut pendapat

4 Dewi Nurita, https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-
tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur, Diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 09.55 WIB.

> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal (4) ayat (1).



https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur
https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur

anggota KUPI Umdah EI Baroroh, terdapat beberapa hal yang mendasari
KUPI untuk mengangkat tema tentang pemaksaan perkawinan, salah
satunya kasus pemaksaan perkawinan masih menjadi budaya yang kerap
terjadi dalam masyarakat.

Menurut data putusan Mahkamah Agung selama periode tahun 2018
— 2022 terdapat 213 kasus perkawinan yang bermasalah akibat dari adanya
unsur pemaksaan perkawinan. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 119
perkara sudah diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama setempat.
Sedangkan Komnas Perempuan mencatat terjadinya kenaikan sebanyak 300
persen pada kasus pemaksaan perkawinan seiring dengan meningkatnya
kasus pernikahan anak. Menurut anggota KUPI, data dari kedua institusi
tersebut bukanlah fakta yang sebenarnya, dikarenakan masih banyak kasus
pemaksaan perkawinan yang tidak dilaporkan kepada lembaga terkait®.

Adapun aturan hukum yang mengatur akan hal itu tertulis pada UU.
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian kedua, tentang
Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, pada pasal 10 ayat 1 dan 2.
Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun
2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.’

Lalu telah diatur juga dalam UU. No. 7 Tahun 1984 tentang

Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

® Fathiyah Wardah, KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa,
https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-
paksa/6994073.html, diakses pada 26 juli 2023 pukul 10:21 WIB.

7 Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodasi, “Kawin Paksa dalam Perspektif
Figh Islam dan Gender”, Hikmatina : Jurnal IImiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, 2020, 3.


https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html
https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html

terhadap Perempuan pada pasal 16. Di dalamnya dijelaskan tentang
pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Konvensi tersebut
bernama Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW). Adapun peraturan lainnya yaitu UDHR
(Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat 2. Sudah banyak
aturan yang membahas tentang hak-hak perempuan, tetapi masih banyak
yang tidak mempedulikannya dan cenderung mengabaikan hal itu.®

Sedangkan menurut hukum Islam, pemaksaan perkawinan tidak
disebutkan secara implisit, baik dalam kitab-kitab figih, Al-Quran dan
Hadist. Tetapi dalam perwalian terdapat istilah ijbardan wali mujbir. Istilah
ifbar bermakna sebagai suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan
tanggung jawab, dalam ilmu figih hal ini sungguh berkaitan dengan
persoalan perkawinan®. Menurut Imam Syafii, seseorang yang memiliki hak
ijbar adalah sang ayah, apabila sang ayah tidak ada, maka digantikan oleh
kakek, mereka disebut dengan wali mujbir. Mereka berhak mengawinkan
anak perempuannya, walaupun tanpa adanya persetujuan dari anak itu
sendiri dan pernikahannya dianggap sah secara hukum?°.

Pemahaman tentang i/bar disini tidak dimaksudkan dengan
memaksakan kehendak sendiri (ayah) tanpa memperhatikan perasaan anak

perempuannya, tetapi hanya sekedar mengawinkan saja, karena anak

& Muhammad Thsan, “ Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon
Suami oleh Perempuan)”, Jurnal Saree, Vol. 1, No. 1, 2019, 55.

9 Husain Muhammad, Figh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender .
(Yogyakarta : LKIS), 2001, 79.

10 Husain Muhammad, Figh Perempuan, 80.



perempuan dianggap belum mampu untuk bertindak sendiril. Menurut
Imam Syafi’i, meminta persetujuan dari anak gadis yang akan menikah
bukanlah perkara yang wajib, karena jika ayah (wali mujbir) tidak dapat
menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dari anak gadisnya, lalu apa
bedanya dengan janda yang menikah dengan kehendaknya sendiri. Pendapat
tersebut membenarkan kawin paksa, apabila berdasar kepada konsep zjbar.
Tetapi jika tidak berdasar kepada konsep i7jbar, yaitu pernikahan yang
dilakukan atas dasar tidak sukarela, bukan dari kehendaknya sendiri serta
terdapat unsur paksaan pada saat akad, maka kawin paksa tidak dibenarkan
dan dilarang oleh hukum Islam?2,

Peneliti memilih judul ini karena ingin mencari tahu apakah tindak
pidana pemaksaan perkawinan dalam undang-undang mengakomodir
konsep kawin paksa (i7bar) dalam Islam. Untuk menganalisa hal ini penulis
menggunakan teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali.

Maslahah menurut Imam Ghazali adalah bentuk pemeliharaan dari
maksud-maksud obyektif hukum (maqasid al-syari’ah) yang terdiri dari 5
hal yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Segala bentuk usaha untuk memelihara kelima hal ini disebut dengan

maslahah. Sedangkan kebalikan dari itu disebut dengan mafsadah'®.

1 Husain Muhammad, Figh Perempuan, 81.

12 Muhammad Thsan, “ Kawin Paksa”, 68.

13 Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali. a/-Mustasfa min 'llm al-Usal. Jilid 1-11, Dar
alFikr, t.th. 286.



. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
. Apakah pemidanaan kawin paksa dalam undang-undang mengakomodir
konsep wali mujbir dalam Islam ?
Bagaimana pemidanaan terhadap pemaksaan perkawinan ditinjau dari teori
maslahah mursalah Imam Ghazali ?
. Tujuan Penelitian
Untuk menjelaskan tentang pemidanaan pemaksaan perkawinan pada
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
Untuk menganalisa bagaimana ancaman tindak pidana pemaksaan
perkawinan ditinjau dari teori maslahah mursalah Imam Ghazali.
. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah
wawasan keilmuan, diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Manfaat Teoritis
Penelitian ini menjadi sebuah sarana untuk mengetahui tentang
bagaimana pemidanaan pemaksaan perkawinan pada Undang-Undang No.
12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori
maslahah mursalah Imam Ghazali.

2) Manfaat Praktis



Membaca permasalahan yang ada dalam ranah hukum keluarga
Islam menggunakan teori hukum, dalam hal ini yaitu pemidanaan
pemaksaan perkawinan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori maslahah mursalah
Imam Ghazali. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi
para akademisi.
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian
Peneliti harus mengupayakan sifat ilmiah dari penelitiannya, yaitu
dengan ulasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemaksaan
perkawinan, undang-undang TPKS dan teori maslahah mursalah 1mam
Ghazali. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut,
antara lain sebagai berikut:

1) Pemaksaan Perkawinan

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad lhsan dari
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang berjudul “Kawin Paksa
Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami oleh
Perempuan)”, tahun 2019. Membahas tentang pemaksaan perkawinan
menurut hukum Islam, hukum positif di Indonesia dan gender. Jenis
penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah
pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu tindakan yang
dilarang dan tidak dibenarkan, dalam perkawinan tidak ada unsur
keterpaksaan melainkan harus adanya kehendak sendiri. Begitupun juga

dengan hukum positif, pernikahan harus dilakukan tanpa adanya unsur



keterpaksaan, hal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum
perempuan. Sedangkan menurut perspektif gender, kawin paksa adalah
bentuk ketidakadilan/ketimpangan gender, perempuan berhak untuk

memilih pasangan hidupnya, tanpa ada unsur keterpaksaan.4

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan Siti
Musyarrofah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
dengan judul “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”,
tahun 2019. Membahas tentang pemaksaan perkawinan di bawah umur
yang terjadi di Desa Sana-Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten
Pamekasan, dibahas juga tentang pemaksaan perkawinan menurut hukum
Islam dan faktor — faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemaksaan
perkawinan serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah
terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan
yaitu, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor
lingkungan dan faktor adat. pemaksaan perkawinan mempunyai dampak
yang besar bagi keharmonisan keluarga, yaitu rawan terjadi
perselingkuhan dan nantinya akan berujung pada perceraian, karena

pernikahan dilakukan karena keterpaksaan.®

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mohsi dari Sekolah Tinggi

Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan dengan judul “Analisis

14 Muhammad Thsan, “Kawin Paksa Perspektif Gender «, 68.
15 Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan
Keluarga”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1 (April : 2019), 75.



10

Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, tahun
2020. Membahas tentang wali mujbir dalam praktik pemaksaan
perkawinan menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
menggunakan pendekatan conceptual approach dan statute approach.
Hasil dari penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan termasuk kedalam
tindak pidana yang tertulis di dalam Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual, hal ini sungguh berguna untuk

meluruskan pemahaman masyarakat tentang wali mujbir.'®

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Misbakhul Munir, Ahmad
Subekti dan Dzulfikar Rodafi dari Universitas Islam Malang yang berjudul
“Kawin Paksa dalam Perspektif Islam dan Gender”, tahun 2020.
Membahas tentang analisis hukum pemaksaan perkawinan menurut figih
Islam dan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif .
Hasil dari penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan masih
diperdebatkan dalam adat istiadat di Indonesia dan para ulama figih.
Menurut pendapat para ulama madzhab, pernikahan tidak sah apabila
kedua mempelai menikah karena keterpaksaan dan bukan karena

kehendak mereka sendiri.t’

16 Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Al-Adalah, Vol. 5, No. 1,
(Januari : 2020), 2.

17 Misbakhul Munir, Ahmad Subekti dan Dzulfikar Rodafi, “Kawin Paksa dalam Perspektif
Islam dan Gender”, 7.



11

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

gender

No | Judul Penelitian | Perbedaan Persamaan | Orisinalitas
Penelitian
1. | Kawin Paksa Membahas tentang Membahas Pemidanaan
Perspektif kawin paksa menurut | tentang pemaksaan
Gender (Studi hukum Islam, hukum | pemaksaan perkawinan dalam
Terhadap Hak positif di Indonesia perkawinan UU.No. 12 Tahun
Memilih Calon | dan gender 2022 Tentang TPKS
Suami oleh perspektif maslahah
Permpuan) mursalah Imam
Ghazali
2. | Dampak Kawin | Membahas tentang Membahas Pemidanaan
Paksa Terhadap | kawin paksa tentang pemaksaan
Keharmonisan pernikahan di bawah | pemaksaan perkawinan dalam
Keluarga umur di Desa Sana- perkawinan UU.No. 12 Tahun
Tengah Kec. Pasean 2022 Tentang TPKS
Kab. Pamekasan, perspektif maslahah
menurut hukum Islam mursalah Imam
dan faktor —penyebab Ghazali
serta dampak dari
kawin paksa
3. | Analisis Membahas  tentang | Membahas Pemidanaan
Perkawinan wali mujbir dalam | tentang pemaksaan
Paksa Sebagai praktik kawin paksa | pemaksaan perkawinan dalam
Tindak Pidana menurut  Rancangan | perkawinan UU.No. 12 Tahun
Kekerasan Undang-Undang 2022 Tentang TPKS
Seksual dalam Penghapusan perspektif maslahah
RUU PK-S Kekerasan Seksual mursalah Imam
Ghazali
4 | Kawin Paksa Membahas  tentang | Membahas Pemidanaan
dalam Perspektif | analisis hukum kawin | tentang pemaksaan
Islam dan paksa menurut figih | pemaksaan perkawinan dalam
Gender Islam dan perspektif | perkawinan UU.No. 12 Tahun

2022 Tentang TPKS
perspektif maslahah
mursalah Imam
Ghazali
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2) Undang — Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Bratadewa Bima Bayusuta
dan Yohanes Suwanto dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan
judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam
Penegakan Hukum di Indonesia”, tahun 2022. Membahas tentang
analisis secara yuridis mengenai UU TPKS yang meliputi proses
pembentukan, pengesahan dan penerapan UU tersebut. Jenis penelitian
ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah
pembentukan UU TPKS didasari oleh norma dasar keadilan, yang mana
memberikan kejelasan dalam penanganan kasus TPKS. UU ini
memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi korban yang terdiri
dari hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas
pemulihan. Penerapan UU TPKS di Indonesia adalah bentuk kepastian

hukum dalam menjamin hak-hak korban kekerasan seksual®®.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif, Khansa
Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Syarifah Faizah, dan
Rivan Mandala Putra dari Universitas Pakuan dengan judul “Reformasi
Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut
Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang

Madani”, tahun 2022. Membahas tentang implikasi UU TPKS bagi

18 Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan
Ketahanan Nasional, Vol, 1, No. 1, 2022, 42.



13

korban dan pelaku. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil
dari penelitian ini adalah tindak pidana aborsi dan pemerkosaan adalah
kasus terbanyak yang terjadi di Indonesia, kedua hal tersebut belum
tercantum didalam UU TPKS, penulis memberi saran agar kedua tindak

pidana tersebut diatur dalam RKUHP?®,

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Eko Nurisman dari
Universitas Internasional Batam dengan judul “Risalah Tantangan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya
Undang-Undang No. 12 Tahun 20227, tahun 2022. Membahas tentang
tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan
seksual setelah disahkanya UU. No. 12 Tahun 2022. Jenis penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil
dari penelitian ini adalah Undang-Undang TPKS adalah pelengkap
instrumen hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi TPKS,
memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara sistematik,
dan didalamnya termuat sarana penal dan non penal dalam

menanggulangi TPKS?,

19 Nazaruddin Lathif, Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, Syarifah
Faizah, dan Rivan Mandala Putra, “Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani”,
PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 8, No. 4 (Oktober-Desember : 2022), 101.

20 Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 20227, (Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia : 2022), Vol. 4, No. 2, 170.



Tabel 2. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian
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No | Judul Penelitian Perbedaan Persamaan Orisinalitas
Penelitian
1. | Analisis Yuridis Tindak | Membahas Membahas Pemidanaan
Pidana Kekerasan tentang tentang pemaksaan
Seksual Dalam analisis secara | Undang- perkawinan
Penegakan Hukum di yuridis Undang TPKS | dalam UU.No.
Indonesia mengenai UU 12 Tahun 2022
TPKS Tentang TPKS
perspektif
maslahah
mursalah
Imam Ghazali
2 | Reformasi Kebijakan Membahas Membahas Pemidanaan
Penanganan Tindak tentang tentang pemaksaan
Pidana Kekerasan implikasi UU cawi
Seksual Menurut TPKS  bagi Undang- perkawinan
Undang-Undang TPKS | korban  dan | Undang TPKS | dalam UU.No.
untuk Mencapai pelaku 12 Tahun 2022
Masyarakat Indonesia
y . I Tentang TPKS
yang Madani
perspektif
maslahah
mursalah
Imam Ghazali
3 | Risalah Tantangan Membahas Membahas Pemidanaan
Penegakan Hukum tantangan tentang pemaksaan
Tindak Pidana dalam Kawi
Kekerasan Seksual penegakan Undang- perkawinan
Pasca Lahirnya hukum TPKS | Undang TPKS | dalam UU.No.
Undang-Undang No. 12 | setelah 12 Tahun 2022
Tahun 2022 disahkanya

Tentang TPKS
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UU. No. 12 perspektif

Tahun 2022 maslahah
mursalah
Imam Ghazali

3) Teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nur Asiah dari Universitas
Hasanuddin dengan judul “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-
Ghozali”, tahun 2020. Membahas tentang konsep mas/ahah Imam
Ghazali dalam karyanya a/-Mustastfa min ‘ilm al-Usul. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari
penelitian ini adalah menurut Imam Ghazali, Maslahah tidak menjadi
bagian dari 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, /jma’dan
Qiyas. Maslahah menjadi pelengkap dari keempat sumber hukum Islam
tersebut.?!

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Hadi Sucipto
dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul
“Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-
Ghazali”, tahun 2020. Membahas tentang perbedaan pendapat para
ulama tentang mas/ahah mursalah menurut pandangan Imam Ghazali.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian

ini adalah kontroversi konsep tentang maslahah mursalah dalam kitab

21 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghozali”, Diktum, Vol. 18, No. 1, (Juli
: 2020), 126.
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Imam Ghazali yaitu, beliau mengamalkan mas/ahah daruriyah dan
hajiyvah pada tingkat darurat, maslahah hajiyah dan tahsiniyah yang
mendapat pengakuan dari syara’??

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh M. Najich Syamsuddini dari
Universitas Hasyim Asy’ari dengan judul “Konsep Al-Maslahat Al-
Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif
dan Inklusif?, tahun 2022. Membahas tentang konsep maslahah
mursalah menurut pandangan Imam Ghazali dan Imam Malik dalam
aspek studi eksklusif dan inklusif. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah Imam
Ghazali dan Imam Malik, keduanya menyepakati bahwa maslahah
mursalah digunakan sebagai teori dalam pembentukan hukum Islam,
tidak boleh bertolak belakang dengan nas-nas Al-Quran dan Hadist.
Untuk pengaplikasiannya, hanya boleh digunakan pada aspek sosial
saja, tidak dalam aspek ibadah.?

Tabel 3. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No | Judul Penelitian | Perbedaan

Persamaan

Orisinalitas

Penelitian

22 Mohammad Hadi Sucipto, “Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-Kitab Al-Imam

Al-Ghazali”, EI-Faqih, Vol. 6, No. 1, (April : 2020), 2.

2 M. Najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali
dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif”, Al-Yasini, Vol. 7, No. 2, (November : 2022), 103.
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1 | Maslahah Membahas tentang Membahas | Pemidanaan
Menurut Konsep | konsep masiahah Imam | tentang pemaksaan
Imam Al- Ghazali dalam karyanya | teori perkawinan dalam
Ghozali al-Mustasta min ‘ilm maslahah UU.No. 12 Tahun
al-Usul mursalah 2022 Tentang TPKS
Imam perspektif maslahah
Ghazali mursalah lmam
Ghazali
2 | Perdebatan Membahas tentang Membahas | Pemidanaan
Maslahah perbedaan pendapat tentang pemaksaan
Mursalah dalam | para ulama tentang teori perkawinan dalam
Kitab-Kitab Al- | maslahah mursalah maslahah UU.No. 12 Tahun
Imam Al- menurut pandangan mursalah 2022 Tentang TPKS
Ghazali Imam Al-Ghazali Imam perspektif maslahah
Ghazali mursalah lmam
Ghazali
3 | Konsep Al- Membahas tentang Membahas | Pemidanaan
Maslahat Al- konsep maslahah tentang pemaksaan
Mursalah mursalah menurut teori perkawinan dalam
Menurut Imam pandangan Imam maslahah UU.No. 12 Tahun
Al-Ghazali dan | Ghazali dan Imam mursalah 2022 Tentang TPKS
Imam Malik Malik dalam aspek Imam perspektif maslahah
(Studi Eksklusif | studi eksklusif dan Ghazali mursalah lmam
dan Inklusif inklusif Ghazali

Sejauh ini penulis mengamati bahwa belum ada yang meneliti tentang

pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori maslahah

mursalah Imam Ghazali. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengetahui

bagaimana pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang No. 12

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori

maslahah mursalah Imam Ghazali.
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F. Definisi Istilah
Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang
perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian
ini, beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan : suatu tahap dalam penetapan sanksi/ hukuman dan
pemberian sanksi/hukuman dalam hukum pidana. Kata pidana secara
umum dimaknai sebagai hukum, sedangkan kata pemidanaan dimaknai
sebagai penghukuman?*.

2. Pemaksaan Perkawinan : perkawinan yang tidak didasarkan keikhlasan
salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga®>.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan
Seksual : undang-undang ini merupakan bentuk kehadiran negara
dalam melindungi para korban kekerasan seksual, resmi disahkan pada
tanggal 12 April 2022 oleh DPR. ?® Pada pasal (4) ayat (1) tertulis 9
jenis tindak pidana kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual non
fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi
seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis

elektronik.?’

24 Abdul Syatar, “Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, Jurnal
Syari’ah dan Hukum Diktum, (Juli, 2018), Vol. 16, No. 1, 122.

%5 KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin%20paksa , diakses pada 26
Desember 2022 pukul 09:53.

26 Dewi Nurita, https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-
tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur, Diakses pada 21 Agustus 2022 pukul 09.55 WIB.

27 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal (4) ayat (1).



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin%20paksa
https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur
https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur
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4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual : menurut Undang-Undang No. 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1,
kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,
menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual
seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan
dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak
mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena
ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau
dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,
seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik?,

5. Teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali : mas/iahah menurut Imam
Ghazali adalah bentuk pemeliharaan dari maksud-maksud obyektif
hukum (magqasid al-syari’ah) yang terdiri dari 5 hal yaitu, pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk usaha
untuk memelihara kelima hal ini disebut dengan mas/ahah. Sedangkan

kebalikan dari itu disebut dengan mafsadah.?®

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, pasal (1)
2 Al-Ghazali. al-Mustasfa min 'Tlm al-Usul, 286.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemaksaan Perkawinan
1. Pengertian Pemaksaan Perkawinan dalam Islam

Dalam bahasa Arab, istilah memaksa atau paksa disebut dengan ijbar
atau ikrah, kata ini tidak memiliki makna yang spesifik apabila berdiri
sendiri, namun apabila digabungkan dengan kata lain, maka akan memiliki
makna yang spesifik, contohnya ijbar al-Nikah yang berarti kawin paksa®.
Menurut pendapat ulama dari kalangan madzhab Malikiyah, yaitu Imam
Kamal bin al-Humam dalam Fathu al-Qadir, kawin paksa / ijbar al-Nikah
adalah wali melangsungkan akad perkawinan untuk gadis yang berada
dibawah perwaliannya, baik gadis itu suka ataupun tidak®!.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin paksa
adalah kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua
pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga®2.

2. Pengertian Wali Nikah

Dalam bahasa Arab kata Wali  memiliki makna a/-Qurbu

(kedekatan), a/-Nusrah (pembelaan), dan a/-Mahabbah (kecintaan). Definisi

wali menurut Syekh Ali al-Jurjani dalam karyanya al-7Ta rifat adalah “pihak

30 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, (Jakarta : Rumah Figih Publishing, 2019), Cet. 1, 7.

31 Imam Kamal bin al-Humam, Fathu al-Qadir, Jilid 3, 260.

32 KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin%20paksa , diakses pada 26
Desember 2022 pukul 09:53.
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yang perkataanya diterima dan terlaksana (dalam hukum) bagi orang lain,
baik orang itu (yang diwalikan) menghendaki atau tidak”%,

Menurut pandangan jumhur ulama, kecuali madzhab Hanafiyah,
wali nikah termasuk kedalam rukun nikah. Wali nikah inilah yang
melakukan akad pernikahan, di ijab oleh wali dan di gabul oleh mempelai
pria®*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat

221.

313
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Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari
wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Bagarah 221).

Adapun sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa menikah tanpa izin dari

wali adalah kemungkaran.

1633.

33 Ali bin Muhammad bin Ali, al-Ta’rifat Ii al-Jurjani, Dar al — Diyan Ii al-Turas, 329, No.

34 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, 10.
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Artinya : Dari Aisyah R.A. dia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Siapa
saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya,
maka pernikahannya bathil, bathil, bathil, maka jika suaminya telah
menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah
diberikannya dan dihalalkan baginya, dan jika ada perselisihan dari wali
keluarga wanita dan apabila tidak ada wali bagi si perempuan, maka hakim
atau penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada wali
baginya”.
3. Wilayah al-Ijbar

Istilah Wilayah al-Ijbar| otoritas paksa yang dimiliki oleh orang tua
kandung (ayah atau kakek) terdapat pada pembahasan nikah didalam kitab-
kitab madzhab figih. Hal ini terbagi menjadi dua macam, yakni Wilayah al-
Ijbar dan Wilayah al-Musytarakah. Dalam Wilayah al-Ijbar, sang ayah
dibolehkan menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihannya walaupun
tanpa ridha dari anak gadisnya. Pembahasan akan hal ini telah dibahas oleh
setiap madzhab figih, tetapi terdapat beberapa perbedaan pada kriterianya.

Jenis yang kedua yakni, Wilayah al-Musytarakah (wali yang
kooperatif) tugasnya hanya menikahkan saja, mempelai pria dipilih oleh
sang anak gadis itu sendiri*®. Adapun hadist Nabi yang menjelaskan akan

hal ini, yaitu perbedaan tugas wali karena perbedaan wanita yang diwalikan

olehnya.

35 Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizi, (Beirut : Dar al-Garb al-Islami, 1998),
Jilid 2, 398, No. 1102
36 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, 17.
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Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id)

telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Ziyad bin Sa'ad) dari
(Abdullah bin Fadll) bahwa dia mendengar (Nafi' bin Jubair) mengabarkan
dari (Ibnu Abbas) bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan
perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya”.*’

4. Pemaksaan Perkawinan Menurut Madhab Figh

a. Madzhab Syafi’i dan Hanbali

Madzhab Syafi’i dan Hanbali mengacu kepada hadist yang telah
disebutkan sebelumnya, yang menjelaskan perbedaan perlakukan wali
terhadap perawan dan janda. Maka disimpulkan bahwa yang
mempunyai hak atas dirinya sendiri hanyalah janda. Kalimat
tusta’maru dalam hadist tersebut diartikan sebagai bukan suatu
kewajiban, melainkan hanya anjuran saja. Dengan alasan itu, maka
kedua madzhab ini menetapkan adanya wilayah al-Ijbar terhadap anak
gadis (perawan), walaupun dia sudah baligh. Tetapi tidak ada paksaan
bagi seorang janda, walaupun dia masih kecil. Tujuan dari hal ini adalah
untuk melindungi wanita agar tidak salah dalam memilih pasangannya,

maka wilayah al-ijbar menjadi hal yang amat penting®.

37 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Nisaburi, Sahih Muslim, (Dar Ihya’
al-Turas al-Arabi : Beirut), Jilid 2, 1037, No. 1421.‘ ‘
38 Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, Jilid 16, 169.
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Dari kalangan madzhab Hanbali, terdapat pendapat Imam al-

Buhuti dalam karyanya Kasysyaf al-Qina’ yang menjelaskan kawin
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Artinya : Bagi seorang ayah, dibolehkan baginya menikahkan
anak-anak gadisnya, walaupun anak gadisnya sudah baligh. Karena
adanya hadist Ibnu Abbas “Janda itu lebih berhak atas dirinya
disbanding walinya, dan anak gadis diminta pendapatnya, dan diamnya
adalah izinnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Ketika Nabi saw. membagi wanita menjadi 2 jenis, dan
memberikan hak kepada salah satunya, itu menunjukkan bahwa jenis
satunya lagi tidak punya hak yang sama, yakni wanita gadis. Karena itu,
wali lah yang mempunyai hak atas dirinya.

Dan apa yang disebutkan dalam hadist bahwa meminta izin
kepada anak gadisnya itu hukumnya mustahab (dianjurkan) tidak
diwajibkan®®.

Adapun pendapat Imam Nawawi dari Madzhab Maliki dalam

karyanya A/-Majmu’
ﬂ&u;u A dsfw%;s %19”‘@@ u:w:;j

2
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39 Imam al-Buhuti, Kasysyaf al-Qina, Jilid 5, 43.
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Sayyidah Aisyah RA. meriwayatkan : “Aku dinikahi oleh Nabi

saw ketika itu aku berumur 7 tahun. Lalu Nabi saw mulai menggauliku
di umur 9 tahun. dan sudah diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak
dengan izin Aisyah, karena memang izinnya tidak mempunyai
hukum. Itu berarti bapaknyalah yang menikahkannya dengan tanpa
izinnya. Karena itu boleh untuk bapak dan juga kakek memaksakan

anaknya untuk menikah, akan tetapi tidak boleh paksaan itu datang
dari selain keduanya (ayah dan kakek)*.

b. Madzhab Maliki

Madzhab ini mempunyai pendapat yang paling demokratis
daripada madzhab yang lain. Madzhab Syafi’i dan Hanbali beracuan
kepada perawan dan janda, sedangkan Imam Malik tidak hanya
beracuan kepada perawan dan janda saja, melainkan pintar (rasyidah)
atau tidaknya wanita tersebut. Maka perawan dalam madzhab Maliki
diperlakukan berbeda, wilayah al-Ijbar berlaku kepada perawan yang
kurang cakap dalam bersikap, bergaul dan tidak mengenal laki-laki,
maka sang wali mujbir lah yang akan menikahkannya dengan lelaki
pilihan sang wali. Sedangkan wanita yang pintar (rasyidah) adalah
wanita yang cerdas, mandiri dan bisa membedakan mana hal yang baik
dan buruk untuk dirinya, dia bebas memilih pasangan hidupnya.

Dalam madzhab ini, janda yang masih kecil dan belum cakap

dalam memahami kemaslahatan dalam hidupnya, maka orang tua

%0 Al-Nawawi, a/-Majmii’ Syarh al-Muhazzab, Jilid 16, 168-169.
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berhak melakukan 7jbar al-Nikah kepadanya®!. Terdapat pertimbangan
lain yang dijelaskan oleh Imam bin al-Humam dalam karyanya Fathu
al-Qadir, pertimbangan yang dimaksud adalah anak gadis yang masih
kecil dan anak gadis yang sudah baligh. Wali ijbar bisa menikahkan
anak gadisnya yang masih kecil walaupun tanpa meminta izin dari anak
gadisnya. Tetapi jika anak gadis sudah baligh, maka status wali
bukanlah sebagai wali ijbar.
Y e S e S g Y
Saf gt e ol 0 G ey
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Tidak boleh bagi wali untuk memaksa anak gadisnya untuk
menikah. Makna paksa adalah melangsungkan akad pernikahan untuk
gadis itu, tanpa peduli apakah ia mau atau tidak®*?.
Yang menjadi perdebatan adalah, apakah sebab (illah) status
ijbar itu ada karena si gadis perawan atau karena kecil (belum baligh).

Menurut kami karena gadis itu belum baligh.

Sedangkan menurut madzhab Syafi’i karena sebab perawan.

c. Madzhab Hanafi

Dalam madzhab Hanafi, wali tidak termasuk kedalam rukun
nikah, maka masalah pernikahan diserahkan kepada sang wanita.
Pendapat ini merupakan pendapat yang asing, dan tidak lazim

digunakan oleh jumhur ulama, karena banyaknya dalil yang

4 Hasyiyah al-Dusugi, Jilid 2, 244.
42 I[mam bin al-Humam, Fathu al-Qadir, Jilid 3, 260-261.
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mengharuskan adanya sang wali dalam akad pernikahan®3. Adapun ayat
Al-Quran yang membahas akan hal ini adalah sebagai berikut

~
------ 291 % o Bk
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Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta
meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat
bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka,
maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan
terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Bagarah : 234).
Adapun yang dimaksud dengan “maka tidak ada dosa bagimu
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara
yang patut” adalah menikah lagi dengan suami yang baru, hal ini
menjelaskan bahwa janda menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya

wali. Adapun hadist Nabi yang juga menjelaskan akan hal ini, sebagai

berikut,

B8 Gy atind 5 s 2 et 321 220

"Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,

sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya

adalah izinnya”.**

Menurut pendapat madzhab ini, akad pernikahan termasuk
kedalam akad muamalah, yang mana tujuannya untuk mencapai

kemaslahatan. Maka dalam madzhab ini tidak terdapat wilayah al-ljbar

43 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, 28.
44 al-Nisaburi, Sahih Muslim, Jilid 2, 1037, No. 1421.
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kepada perawan (anak gadis). Seorang ayah atau wali tidak memiliki
hak ijbar kepada anak gadisnya. Anak gadis lebih mengetahui mana
yang baik dan buruk baginya, serta punya keleluasaan dalam memilih
pasangan hidunya kelak. Wilayah al-Ijbar hanya ada pada anak gadis
yang belum baligh. Terdapat pendapat Imam al-Kasani dalam karyanya

Bada’i al-Shana’l,
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Artinya : Perwalian wajib dan ijab itu ada ketika wanita yang
menikah adalah anak yang belum baligh. Dan adanya perwalian itu
sebagai perwakilan bagi si gadis karena sebab ia masih anak-anak yang
tidak mampu melihat mana yang maslahat bagi dirinya.

Dan ketika ia sudah dewasa dan berakal, hilanglah
ketidakmampuan itu, dan karena itu gadis itu menjadi orang yang
mendapatkan beban syariah.

Hanya saja, statusnya yang terkena hukum-hukum syariah
(tanpa perwakilan) dan kemampuannya menilai mana yang maslahat itu
tetap saja dalam dirinya ada ketidakmampuan untuk melangsungkan
pernikahan sendirian.

Karena ia butuh keluar ke tempat berkumpulnya banyak orang
lelaki. Dan wanita itu harusnya tertutup dan terjaga. Lalu keluarnya dia
ke tempat pernikahan yang dipadati banyak laki-laki adalah aib menurut
adat yang ada.
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Jadi ketidakmampuannya adalah tidak mampu yang sifatnya
bukan inti, karena intinya pernikahan bisa ia lakukan. Karena itu
perwalian dibutuhkan karena sebab dia butuh proteksi atau penjagaan
di tempat banyaknya laki-laki, bukan kebutuhannya untuk diakadkan.
Dan itu yang disebut dengan wilayah al-Nadb wa al-Istihbab (wali yang
sifatnya anjuran bukan kewajiban)*®.

5. Syarat Ijbar

Adapun syarat [jbar pada madzhab Syafi’i adalah sebagai berikut,

yang mana dikemukakan oleh Imam al-Syiribini dalam karyanya A/-Igna’

a.

b.

C.

Tidak ada permusuhan antara ayah (wali) dan anak gadisnya

Calon mempelai lelaki yang dipilih haruslah sederajat (sekufu’)
Mahar yang diberikan harus dengan Mahar a/-Mis/ (nilai mahar sama
dengan mahar kakak ataupun adik si wanita, atau wanita yang punya
derajat sosial yang sama)

Mahar harus berupa mata uang setempat

Calon mempelai pria harus mampu membayar mahar

Tidak menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang
merugikannya, seperti cacat mental/fisik, sudah berumur tua, atau
punya penyakit

Calon mempelai pria tidak dalam keadaan nusuk haji

Jadi wali tidak bisa asal memaksa menikahkan anak gadisnya tanpa

persetujuan dari anak gadis tersebut, kecual syarat-syarat ijbar telah

terpenuhi. Maka perawan punya hak untuk menentukan siapa lelaki

pilihannya, dan wali tidak bisa asal paksa tanpa seizinnya dan ridhanya“®.

4 Imam al-Kasani, Bada’i al-Shana’i, jilid 2, 242.
46 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, 26-27.
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6. Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang TPKS

Kriteria pemaksaan perkawinan disebutkan pada pasal 10 ayat 2,
adapun kriteria tersebut terdiri dari, perkawinan anak, pemaksaan
perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan

perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.*’

a. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia
minimal perkawinan. Terdapat perubahan terhadap usia minimal untuk
melangsungkan perkawinan, usia minimal berubah menjadi 19 tahun bagi
laki-laki atau perempuan, yang mana sebelumnya 16 tahun. Perubahan ini
terjadi karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017, lalu perubahan yang tertulis pada UU No. 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6401 Tahun 2019).8

Sedangkan sebelumnya, ketentuan usia minimal untuk
melangsungkan perkawinan diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pemerintah menjadikan

47 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal 10 ayat (1&2).

48 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2020), 87.
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kedewasaan sebagai asas penting dalam menetapkan undang-undang
perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh

masyarakat.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam perubahan pasal tersebut,
salah satunya tertulis dalam konsideran UU No. 16 Tahun 2019 yaitu
perkawinan pada usia yang tergolong anak-anak dapat menimbulkan
dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak
terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak
sosial anak. Penegasan berikutnya tertulis pada pasal sebelumnya yaitu
pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan
perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua orang tua”. Walaupun batasan usia minimal
bagi yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19
tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum
mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang

tua.*?

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan usia

perkawinan tertulis pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai dengan usia yang ditetapkan oleh
pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

4 Ahmad Fadil Fauzi, Jumarim, M. Saleh Sofyan, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur
Perspektif Al-Maslahah Mursalah”, Al-lhkam : Jurnal Hukum Keluarga (Juni : 2022), VVol. 14, No.
1,7
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Sesuai dengan prinsip UU. Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua
calon mempelai harus siap secara fisik dan psikis maupun usianya supaya
bisa mewujudkan rumah tangga yang sejahtera (sakinah mawaddah dan

rahmah).

b. Pemaksaan Perkawinan dengan Mengatasnamakan Praktik

Budaya

Pengertian dari pemaksaan perkawinan adalah praktek perkawinan
yang mana salah satu mempelai mengalami paksaan, seringkali terjadi
terhadap perempuan, adapun alasannya yaitu dianggap sebagai pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap hukum adat di suatu daerah tempat sang
mempelai tinggal. Korban perempuan dalam kasus pemaksaan perkawinan
termasuk kedalam kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik
berupa fisik, psikis, seksual dan ekonomi, adapun sanksi adat yang
diterima dua kali lipat hingga lebih daripada laki-laki, termasuk juga
sanksi berupa pemaksaan perkawinan. Terdapat beberapa jenis pemaksaan
perkawinan menurut komnas perempuan setelah melakukan kajian di
beberapa daerah di Indonesia, sebagai berikut, kawin sambung, kawin lari,
kawin cina buta, kawin grebeg/kawin tangkap/mudemu, kawin paksa

karena hamil dan melakukan hubungan seksual dan perkawinan dini.
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1) Kawin Sambung

Kawin Sambung adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-
laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan sedarah, baik
saudara dekat atau sepupu satu kali, dua kali ataupun saudara jauh,
terdapat istilah lain yaitu sambung kelas dan status sosial. Kawin
sambung darah dilakukan supaya harta warisan tidak jatuh kepada
keluarga lain dan supaya bisa menjadi penguat ikatan antara keluarga.
Sedangkan, kawin sambung kelas dan status sosial mempunyai tujuan
untuk mempertahankan kelas dan status sosial para keluarga bangsawan
serta status sosial ekonomi mereka di masyarakat. Praktik Kawin
Sambung darah terjadi di wilayah Flores, khususnya daerah Manggarai,
Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Sedangkan, praktik sambung kelas
dan status sosial banyak terjadi di Sulawesi Selatan, Cirebon dan

sebagian besar di Jawa.*

2) Kawin Cina Buta

Praktik Kawin Cina Buta banyak terjadi di wilayah Sumatera,
Suku Melayu yang mayoritas beragama Islam, yakni Aceh Gayo, Aceh
Pesisir, Padang , Jambi, Bengkulu. Tetapi, praktek jenis ini juga
ditemukan tim kajian komnas perempuan di wilayah Lombok, Nusa
Tenggara Barat, tepatnya di Suku Sasak Lombok Tengah. Menurut

pendapat informan dari Aceh, istilah praktik Kawin Cina Buta

50 Komnas Perempuan, Kawin Paksa , 3.
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mempunyai artian yang rasis. Menurut sejarah yang terjadi di Aceh,
praktik kawin cina buta berawal dari adanya penduduk ras Cina yang
menjadi pendatang, lalu memiliki kondisi ekonomi yang rendah atau
kelas bawah dalam lingkup masyarakat Aceh. Praktik tersebut terjadi
apabila terdapat pasangan suami istri yang sudah resmi bercerai talak
tiga ingin melakukan rujuk kembali. Dalam hal ini, mereka (pasangan
yang sudah bercerai) harus menikah dahulu dengan orang lain,
kemudian bisa melakukan rujuk. Hal yang terjadi adalah, mereka
(pasangan yang ingin rujuk kembali) melakukan perkawinan dalam
waktu singkat lalu bercerai, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi

syarat untuk rujuk kembali dengan mantan pasangannya.

Di beberapa daerah di Aceh, istri atau perempuan diwajibkan
untuk menikah dengan orang lain guna memenuhi syarat rujuk. Suami
yang ingin melakukan rujuk membawa laki-laki etnis Cina kelas bawah
untuk menikah sementara dengan mantan istrinya. Tetapi, hal yang
sering terjadi adalah setelah melangsungkan perkawinan pihak laki-laki
tidak mau menceraikan perempuan itu, dan perceraian hanya bisa
dilakukan oleh pihak laki-laki. Maka akibat yang muncul adalah,
perempuan yang ingin rujuk kembali dengan mantan suaminya justru
mengalami kekerasan seksual, fisik dan psikis, karena menurut budaya
setempat, perempuan tidak bisa mengajukan perceraian. Pada masa
sekarang, praktik kawin Cina Buta tidak hanya terjadi pada suku Cina

yang dibayar saja, melainkan juga terjadi pada laki-laki suku setempat
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yang dibayar oleh laki-laki lainya yang ingin untuk rujuk kembali

dengan mantan isterinya. >t
3) Kawin Tangkap

Kawin Tangkap adalah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh
suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. Menurut tradisi lama suku
Sumba, tradisi kawin tangkap tidak serta merta bisa dilakukan begitu
saja, karena tradisi tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga yang kaya
raya dikarenakan jumlah mahar yang harus dibayarkan kepada pihak

perempuan sungguh mahal®,

Menurut adat, perempuan yang hendak ditangkap sudah
melakukan berbagai persiapan, yakni berdandan dan memkai pakaian
adat lengkap. Sedangkan pria yang hendak menangkap perempuan
tersebut, juga sudah memakai pakaian adat lengkap dengan
menunggangi kuda Sumba yang sudah dihiasi dengan kain adat. Setelah
prosesi perempuan ditangkap oleh laki-laki, pihak orang tua laki-laki
segera membawa satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba ke pihak
keluarga perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan untuk
mengabarkan bahwa si perempuan sudah ada di rumah pihak laki-laki.
Apabila prosesi adat tersebut sudah berjalan, maka tidak ada lagi

masalah antara kedua keluarga tersebut dan perempuan diperlakukan

51 Komnas Perempuan, Kawin Paksa, 9.

52 A, B. Ati, “Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap
(Piti Rambang) Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti
Rambang), Fundamental: Jurnal limiah Hukum, 2021, 10 (1), 81-96.
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secara terhormat sesuai dengan tradisi Sumba. Jadi, dalam praktik
kawin tangkap yang sesuai adat, tidak ada unsur paksaan dari pihak

laki-laki kepada pihak perempuan®3.

Tetapi tradisi kawin tangkap yang terjadi di masa sekarang,
sudah melenceng jauh dan tidak sesuai lagi dengan tradisi adat®.
Pemaksaan perkawinan (kawin tangkap) yang dialami oleh perempuan
Sumba mengakibatkan dampak negatif yang berlapis yaitu kekerasaan
fisik berupa (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukuli),
kekerasan seksual berupa (bagian tubuh dipegang, dilecenkan bahkan
diperkosa), kekerasan psikis (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak
berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri
yang dibantu dengan bantuan hukum mendapat stigma buruk oleh
masyarakat, yakni dianggap sebagai perempuan yang sudah terbuang)
hal tersebut merupakan bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap
perempuan, hingga menyebabkan para perempuan Suku Sumba
merasakan sakit serta trauma yang mendalam dalam kurung waktu yang

cukup lama®®.

% Rahmadira. (2020). Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba? Trip Sumba.
https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba/

>4 Dian Kemala Dewi, “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang R
I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Februari : 2022), Vol. Il, No. 2, 110.

55 E. W. Doko, I. M. Suwetra, & D. G. Sudibya, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)
Suku Sumba”, Jurnal Konstruksi Hukum, 2021, 2 (3), 656—660.
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c. Pemaksaan Perkawinan Korban dengan Pelaku Perkosaan

Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan sungguh
berdampak negatif, korban perkosaan sudah mengalami trauma yang
mendalam baik fisik dan psikisnya, justru perlindungan hukum kepada
korban harus diberikan. Memaksa korban untuk menikah dengan pelaku
pemerkosaan sungguh perbuatan yang amat keji dan merupakan tindakan
kriminal, pelaku perkosaan sudah melakukan dua delik pidana yaitu
pemerkosaan dan pemaksaan. Untuk tindak pidana pemerkosaan sudah
diatur dalam KUHP lama pada pasal 285 dan KUHP baru pasal 473 ayat

1-11.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun’°®. (KUHP pasal 285)

KUHP Baru pasal 473 ayat 1-11

1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena
melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun.

2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

a) persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena
orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya
yang sah;

b) persetubuhan dengan Anak;

c) persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang
lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau

d) persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau
disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang

% Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 285.
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atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari
hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan
dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan
cara:

a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau
mulutnya sendiri; atau

c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau
suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(21 huruf c, ayat (21 huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
kategori IV dan paling banyak kategori VII

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi
Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), ayat |21 huruf c, ayat (21 huruf
d, dan ayat (3) dengan orang lain.

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan Korban.

Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya
dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak
kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya
dapat ditambah I | 3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (41.

10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau
dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan
darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat
ditambah 1/3 (satu per tiga).
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11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.

7. Dasar Hukum

a. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam, pasal 71 (f)

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a)
b)

c)

d)

e)
f)

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi istri pria lain yang mafqud.

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami
lain ;

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1
tahun 1974.

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

b. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1)

1)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai

c. UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian

kedua, tentang Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, pada

pasal 10 ayat 1 dan 2.

Pasal 10 ayat (1)

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 10 ayat (2)
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“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan’®’.

d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 2

e. UU. No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada

pasal 16.
f. UDHR (Universal Declaration of Human Rights) pasal 16 ayat 2

“Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas
dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai’>8.

g. UU. No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pasal (10) ayat (1 dan 2), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1)

13

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa,
menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain,
atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena
pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada pasal 10 ayat 2 dibahas tentang kriteria

pemaksaan perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):

b. perkawinan anak;

c. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik
budaya; atau

57 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
pasal 10 ayat (1) dan (2).
58 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, pasal 16 ayat 2.
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d. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.>®

8. Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

a. Pembentukan Undang-Undang TPKS

Undang-undang ini pertama kali diusulkan oleh Komnas
Perempuan pada tahun 2012, dikarenakan tindakan kekerasan seksual
di Indonesia semakin marak terjadi. Awalnya usulan ini bernama RUU
P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)
yang mana penyusunan draft sudah dilakukan sejak tahun 2014 silam,
dengan diadakannya berbagai diskusi, dialog serta penghubungan
antara fakta sosial dengan teori. RUU ini dibahas di DPR pada tahun
2016 dan masuk kedalam Prolegnas Prioritas. Tak lama setelah itu pada
tanggal 6 April 2017, RUU ini telah disetujui untuk menjadi bagian dari
inisiatif DPR, yang mana nantinya akan dibahas dalam rapat paripurna
Komisi VII. Pada bulan Juli 2020, RUU ini sempat dikeluarkan dari
Prolegnas Prioritas, karena dinilai pembahasan RUU ini adalah hal
yang rumit. Dan pada tahun 2021 RUU ini kembali masuk kedalam
Prolegnas Prioritas dan berganti nama menjadi RUU TPKS. Dan
akhirnya RUU ini resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang
No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS pada 12 April 2022,

b. Pengertian Kekerasan Seksual

5 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal 10 ayat (1&2).
60 Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, “Analisis Yuridis”, 22.
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Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual pasal 1, kekerasan seksual adalah

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang,
dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,
dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu
memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan
relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat
berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual,
kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik®®.

c. Jenis - Jenis Kekerasan Seksual
Tertuang dalam pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 12
Tahun 2022 tentang TPKS, sebagai berikut,

Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: pelecehan
seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,
pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual,
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual
berbasis elektronik®?.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga
meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak,
perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap
anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan
kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi
yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual,
pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang
ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup
rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana
asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak
pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana
kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan®?,

#1Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, pasal (1)

62 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, pasal (4) ayat 1.

8 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, pasal (4) ayat 2.
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Tabel 4.0 Kajian Pustaka

Kriteria Kawin Paksa Menurut Undang-Undang dan Figih

Undang-Undang Fiqih (Konsep Ijbar al-Nikah)

Perkawinan anak Harus memenubhi syarat ijbar, yaitu

Tidak ada permusuhan antara anak
gadis dengan ayahnya

Calon mempelai harus sederajat

Pemaksaan perkawinan dengan | Harus memakai mahar a/-Misl/
mengatasnamakan praktik budaya

Harus mampu membayar mahar

Mahar berupa mata uang setempat

Pemaksaan perkawinan korban | Mempelai pria tidak merugikan,
dengan pelaku perkosaan seperti  cacat  fisik, mental,
berpenyakit dan tua

Tidak sedang dalam ibadah haji

Tabel 5.0 Kajian Pustaka

Putusan Perceraian Akibat Pemaksaan Perkawinan Tahun 2021

Putusan PA SUMBER Nomor | Putusan PN MUARA ENIM Nomor
1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr 199/Pid.Sus/2021/PN Mre
Putusan PA BANGKALAN Nomor | Putusan PA Wangi Wangi Nomor
265/Pdt.G/2021/PA.BKI 147/Pdt.G/2021/PA.Wagw
Putusan PA DEMAK Nomor | Putusan PA SORONG Nomor
645/Pdt.G/2021/PA.Dmk 298/Pdt.G/2021/PA.Srog
Putusan PA Nanga Pinoh Nomor | Putusan PA MUNGKID Nomor
178/Pdt.G/2021/PA.Ngp 1955/Pdt.G/2020/PA.Mkd
Putusan PN  BANGIL Nomor | Putusan PA PURWODADI Nomor
133/Pdt.P/2021/PN Bil 3468/Pdt.G/2020/PA.Pwd
Putusan PA KARAWANG Nomor | Putusan PA WONOSOBO Nomor
2127/Pdt.G/2021/PA.Krw 1197/Pdt.G/2021/PA.Wsb



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1b98e24a0ebe876b313833333138.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1b98e24a0ebe876b313833333138.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebeacf784120f6b307313633303336.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebeacf784120f6b307313633303336.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb80b09ecdd482a8ef313532323433.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb80b09ecdd482a8ef313532323433.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec15e5b6da98c49f49313232383130.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec15e5b6da98c49f49313232383130.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebabd9de03efacaf7c313333363138.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebabd9de03efacaf7c313333363138.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec565d894f3afa831a313332373037.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec565d894f3afa831a313332373037.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5762d99752b2a60f323033373431.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5762d99752b2a60f323033373431.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5a4ae21d3fde9fc0313833383433.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5a4ae21d3fde9fc0313833383433.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec588c6a9f63888831303830373434.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec588c6a9f63888831303830373434.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6f6ed3de99b6adbe313631383535.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6f6ed3de99b6adbe313631383535.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec147bb6c754828d3d313731363532.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec147bb6c754828d3d313731363532.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec113e9c8038d6b5b1313432313535.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec113e9c8038d6b5b1313432313535.html
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B. Konsep Teoritik Maslahah Mursalah Imam Ghazali
1. Biografi Imam Ghazali

Memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad
ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi’i. Beliau adalah tokoh pemikir muslim
yang hidup pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beliau lahir di desa
kecil bernama Ghazlah Thabran, Kota Thus di wilayah Khurrasan, Iran
pada tahun 450 H/1058 M.%* Beliau lebih dikenal dengan julukan al-
Ghazali yang merupakan nama kampung tempat kelahirannya. Beliau
tumbuh dalam keluarga yang sederhana, cinta akan ilmu pengetahuan serta
taat beragama. Ayah beliau Bernama Muhammad, merupakan seseorang
yang saleh serta gemar mengembara untuk berguru kepada para ulama
pada masanya.

Pekerjaan yang dilakukan adalah menjual wol dari hasil
pintalannya. Dalam bahasa Arab, pemintal bulu disebut dengan al/-
Ghazzal, sehingga ada kemungkinan bahwa panggilan al-Ghazali
bernisbah kepada pekerjaan ayahnya, yaitu pemintal bulu. Selain itu beliau
juga memiliki gelar kehormatan yaitu hAujjah al-Islam. Yang berarti
pembela Islam, karena kemahiran dan kekuatan akan Aujjainya dalam
membela agama Islam. Ayah beliau wafat saat usianya masih belia. Lalu
beliau bersama adiknya yang bernama Ahmad diasuh oleh kerabat

ayahnya yang merupakan seorang ahli di bidang tasawuf. Kemudian

64 Sharif M.M, A History of Muslim Philosophy, tt: tp, 1963, 63.
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mereka diserahkan kepada panti asuhan yang dibina oleh perdana menteri
kala itu yaitu Nizamul Mulk di Kota Thus.

Di tempat itulah beliau belajar ilmu figih bersama gurunya Imam
Razagani. Lalu kemudian beliau pindah ke Naisabur untuk berguru kepada
Imam al-Juwaini untuk belajar ilmu figih dan ilmu kalam. Imam al-
Juwaini dikenal sebagai Imam al-Haramaini yang merupakan seorang
teolog golongan Asy’ariyyah. Imam Ghazali adalah seorang ilmuan yang
sungguh bijak, memiliki ingatan yang kuat, pandangan yang tajam, daya
tangkap yang cukup tajam, serta memiliki kemampuan untuk menyelami
makna-makna dengan terperinci, sehingga Imam al-Juwaini
mengibaratkannya sebagai lautan yang sungguh dalam.

Beliau merupakan ulama yang mempunyai pengetahuan yang amat
luas, pemikir hebat dalam sejarah filsafat Islam dan dunia. Dalam
mempelajari ilmu figih, beliau memakai madzhab Syafi’i, sedangkan
dalam ilmu kalam, beliau mengikuti aliran Asy ’ari atau ahlu al-Sunnah wa
al-Jama’ah. Saat berusia 34 tahun Imam Ghazali dilantik menjadi
professor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Beliau merupakan seorang
yang sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga dapat
menyelesaikan studinya dalam waktu singkat, hingga mengalahkan para

generasinya.®

8 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, Diktum Jurnal Syariah dan
Hukum, Vol. 18, No. 1, (Juli : 2020), 122.



46

Penghargaan itu merupakan sebuah penghormatan tertinggi di
dunia Islam kala itu, belum pernah diberikan kepada siapapun dalam usia
semuda itu. Beliau menguasai banyak disiplin ilmu, merupakan ulama
yang handal serta memiliki banyak karya. Karena beliau menguasai ilmu
filsafat dan ilmu kalam, maka corak pemikiran hukum beliau sungguh
berpegang teguh pada agidah. Maka dari itu metode pemikirannya dalam
hukum Islam mengkristal pada salah satu karyanya yaitu a/-Mustasfa min
‘Ilm al-Usul .

Menurut Imam Ghazali, hukum agama harus berdasarkan atas
wahyu dari Allah, bukan berasal dari produk pemikiran manusia. Ini juga
sebagai bentuk antisipasi teologis terhadap pandangan kaum mu’tazilah
yang menganggap bahwasannya akal termasuk sumber dari syariat Islam.
Menurutnya, pendapat yang menyatakan bahwa wahyu hanya memiliki
fungsi informatif saja kepada akal manusia, sungguh berdampak kepada
umat Islam yang sedang dilanda keragaman pemikiran yang disebabkan
oleh metode berpikir bebas Yunani yang telah merasuki pemikirian para
intelektual muslim khususnya di bidang filsafat dan ilmu kalam, yang
nantinya akan menciderai pemikiran figih dan ini sungguh membahayakan
substansi dari ajaran Islam.%®

Adapun beberapa karya ilmiah milik Imam Ghazali adalah sebagai

berikut

6 Muh Zuhri,, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1996), Ed. 1, Cet. 1, 132. Lihat juga Mun’im A. Sirri, Sejarah Figh Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), Cet. 1,105.
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. Kitab “Tahzib al - Usul” , beliau menyebut kitab ini dalam karyanya
al-Mustasta, menurutnya kitab ini lebih besar daripada karyanya a/-
Mustasta, sedangkan manuskrip dari kitab 7ahzib al-Usul belum
diketahui.

. Kitab “Fi Mas’alati al-Taswib al — Mujtahidin”, menurut catatan
dari sejarawan, kitab ini belum ditemukan.

Kitab “Syifa’ al — Galil fi Bayan al- Syabah wa al — Muhil wa
Masalik al — Ta’lil ”, kitab ini telah ditahgig oleh Hammid al —
Kabisi dalam rangka untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang
Usul al-Figh dari Fakultas Syariah Universitas Al — Azhar Mesir.

. Kitab “ Asas al — Qiyas ”, kitab ini membahas tentang Qiyas secara
khusus, dan telah dizahgig oleh Fahd bin Muhammad al — Sarhan,
diterbitkan oleh Maktabah al — ‘Ubaikan di Riyadh, Arab Saudi.
Kitab ““ al — Manhul min Ta’ligat al — Usul”, kitab ini adalah karya
pertama Imam Ghazali dalam bidang Usul al-Figh dan Kitab ini
telah dizahgig oleh Muhammad Hasan Haitu serta diterbitkan oleh
Dar al — Fikr Beirut, Lebanon.

Kitab “ Hagigah al — Qaulain”, dalam kitab ini dibahas dua pendapat
Imam Syafi’i mengenai suatu masalah. Manuskrip kitab ini

tersimpan di Museum Pusat di Istanbul, Turki.
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0. Kitab “ al — Mustasta min ‘Illm al — Usul ™, kitab ini menjadikan

Imam Ghazali sebagai salah satu Ulama Usz/ di madzhab Syafi’i®’.
2. Teori Maslahah Mursalah Imam Ghazali

Kajian mengenai maslahah mursalah milik Imam Ghazali dianggap
paling dalam serta luas, apabila dibandingkan dengan karya milik para
ulama usu/ lainya dari kalangan madzhab Syafi’i. Kajian tentang mas/ahah
mursalah dapat dijumpai pada empat karya beliau yaitu Kitab a/ — Manhul,
Asas al — Qiyas, Syifa’ al — Galil dan al — Mustasta. Kitab al — Mustasta
merupakan karya beliau yang paling komprehensif karena bisa menjabarkan
pandangannya tentang mas/ahah mursalah®.

Maslahah menurut Imam Ghazali adalah upaya dalam pemeliharaan
hukum Islam yaitu pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta®®. Segala sesuatu atau perbuatan yang ditujukan untuk memelihara
tujuan hukum Islam (maqasid al-Syari’ah) disebut dengan maslahah,
sedangankan kebalikan dari itu disebut dengan mafSadah.

Dalam kitab a/ — Mustasta pembahasan dimulai dengan
menyebutkan jenis-jenis maslahah ditinjau dari dibenarkan atau tidaknya
oleh dalil syara’. Maslahah tersebut terbagi menjadi tiga macam yaitu

sebagai berikut,

7 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al — Ghazali : Maslahah Mursalah
& Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), 99 — 100.

8Al-Ghazali, A/-Mustasta Min ‘Ilm al-Usul, Tahgiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar
(Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997), 41.

8 Al-Ghazali, A/-Mustasta Min ‘Ilm al-Usul, Juz 1, 313.
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a. Maslahah Mu’tabarah, yaitu maslahah yang dibenarkan oleh nas
ataupun dalil tertentu, dapat dibenarkan sebagai bahan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam dan pembahasan mengenai maslahah
mu’tabarah masuk ke dalam kajian Qiyas.

b. Maslahah Mulgah, yaitu maslahah yang dibatalkan karena adanya nas
ataupun dalil tertentu, tidak dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

C. Maslahah Mursalah, yaitu maslahah yang tidak memiliki dalil ataupun
nas tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya. Terdapat
perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai boleh atau tidaknya
menggunakan maslahah mursalah sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapan hukum Islam™.

Selanjutnya beliau membagi maslahah berdasarkan kekuatan

substansinya, yaitu sebagai berikut,

a. Maslahah daruriyah merupakan tingkatan masl/ahah yang tertinggi,
menjaga pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Contoh dari maslahah daruriyah adalah keputusan syara’ untuk
membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman
kepada pembuat bid’ah yang menyeru kepada orang lain agar
mengikutinya, apabila hal seperti ini dibiarkan begitu saja maka agama

umat akan lenyap. Contoh yang lain adalah keputusan syara’ yang

0 Al-Ghazali, A/-Mustasta Min ‘Ilm al-Usul, 312.
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mewajibkan Qisas/ hukuman yang sama dengan tindak kejahatannya,
karena hukuman gisas memelihara jiwa manusia. Hukuman Aad bagi
peminum khamr, dengan hukuman ini maka akal akan terpelihara, yang
mana akal merupakan dasar dari zak/if seorang hamba. Hukuman hAad
bagi pezina, hukuman ini melindungi nasab dan keturunan. Hukuman
bagi pencuri yang ditentukan oleh hakim, maka hal ini termasuk
pemeliharaan atas harta benda’’.

Maslahah hajiyah, merupakan maslahah pada tingkatan kedua.
Contohnya pemberian kuasa kepada wali untuk menikahkan anaknnya
yang masih kecil. Hal ini belum termasuk kedalam sesuatu yang
mendesak ataupun darurat, melainkan diperlukan untuk mendapat
kemaslahatan’?,

Maslahah tahsiniyah, merupakan maslahah pada tingkatan ketiga, tidak
menempati posisi darurah ataupun hajah tetapi pada posisi tahsin
(mempercantik), tazyin (memperindah) serta zaysir (mempermudah)
dalam rangka untuk mendapatkan suatu keistimewaan serta memelihara

sikap dalam kehidupan dan bermuamalat dengan sesama manusia’®.

Setelah dipaparkan beberapa penjelasan tentang maslahah mursalah

oleh Imam Ghazali, penulis dapat menyimpulkan apa saja persyaratan dari

1 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul, 313.
2 Al-Ghazali, A-Mustasta Min “‘llm al-Usul, 314.
3 Al-Ghazali, A/-Mustasta Min ‘Ilm al-Usul, 314.
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maslahah mursalah agar bisa dijadikan sebagai Aujjah dalam penetapan

hukum Islam. Syarat — syarat tersebut adalah sebagai berikut,

a. Maslahahharus sesuai dengan keputusan syara’atau ketetapan hukum
Islam, ini adalah persyaratan inti yakni terdapat unsur pemeliharaan
terhadap agama, akal, jiwa, harta serta keturunan didalamnya.
Sedangkan maslahah mulgah yang bertentangan dengan nas harus
ditolak.

b. Maslahah harus berada pada tingkatan daruriyah atau hajiyah yang
berada pada tingkat daruriyah, sedangkan maslahah pada tingkat
tahsiniyah tidak dapat dijadikan sebagai Aujjah dalam penetapan
hukum Islam, kecuali jika terdapat nas yang menjelaskannya secara
khusus, maka penetapan hukum menggunakan metode giyas tidak

menggunakan maslahah mursalah.

3. Teori Maslahah Mursalah Menurut Para Ulama

a. Imam Malik

Definisi maslahah mursalah menurut Imam Malik adalah
kemaslahatan yang tidak dibatalkan oleh nas serta tidak disebutkan
secara jelas oleh nas, tetapi kemaslahatan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori maslahah
mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam
Syatibi dalam karyanya a/-I’tisam adalah suatu maslahah yang sesuai

dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi sebagai
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penghilang kesempitan, baik yang bersifat daruriyah (primer) ataupun
hajiyah (sekunder)™.

Teori maslahah mursalahatau istislah pertama kali diperkenalkan
oleh Imam Malik sekaligus pendiri mazhab Maliki. Namun, setelah abad
ketiga hijriyah tidak ada lagi ulama usul al-figh yang menisbatkan
maslahah mursalah kepada Imam Malik’™ sehingga tidak berlebihan jika
terdapat pendapat yang menyatakan bahwasannya teori maslahah
mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usu/ al-figh
dari kalangan madzhab Syafi’i yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, yang
merupakan guru dari Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil
penelitian, ulama usul al-figh yang paling banyak membahas serta
mengkaji maslahah mursalah adalah Imam Ghazali yang dikenal dengan
sebutan Aujjatu al-Islam'.

Metode jjtihadyang digunakan oleh Imam Malik untuk menggali
hukum terbagi menjadi dua yaitu, metode giyas dan istislah atau
maslahah-mursalah. Metode giyas digunakan oleh Imam Malik jika
dalam suatu masalah terdapat nastertentu, baik al-Qur’an ataupun Sunah
yang mendasarinya. Sedangkan metode istis/ah atau maslahah-mursalah
digunakan oleh Imam Malik jika dalam masalah yang dihadapi, tidak

terdapat satupun nas yang mendasarinya, baik yang membenarkan

74 Abu Ishak al-Syatibi, Al-I’tisham, Jilid 11 (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), 39.

5 Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan E. Kusnadiningrat
(Jakarta: Rajawali Press, 2000), 165-166.

6 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, 63-64.
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ataupun menolaknya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik

menggunakan metode maslahah-mursalah untuk men-zakhsis ayat-ayat

al-Qur’an yang bersifat umum’’.

Adapun syarat-syarat yang beliau terapkan untuk penggunaan
maslahah-mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum adalah
sebagai berikut,

1) Maslahah-mursalah harus cenderung mengarah kepada tujuan syara’
walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar
syara’serta dalil-dalil hukum lainya.

2) Pembahasan masiahah harus bersifat rasional

3) Penggunaan maslahah harus bertujuan untuk kebutuhan yang sangat
darurat (daruriyah) ataupun untuk menghilangkan berbagai jenis
kesulitan dalam menjalankan agama.

4) Maslahah-mursalah yang akan digunakan sebagai dalil dalam
penetapan hukum harus bersifat nyata bukan hanya dugaan saja.

5) Maslahahyang akan digunakan harus bersifat umum, bukan masiahah

bagi kepentingan suatu golongan ataupun individu tertentu saja’®.

b. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i merupakan salah satu dari imam mazhab yang

menolak untuk menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil dalam

7 Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Jakarta:
Rajawali Press, 2003), 110

8 Asywadie Syukur, Pengantar llmu Figh & Usul Figh (Cet. I; Surabaya: Bina Amin,
1990), 199.
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penetapan hukum Islam. Adapun beberapa alasan dari penolakan beliau
terhadap penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil dalam penetapan

hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Syariat Islam telah datang dengan segala hukum yang merealisir
semua kemaslahatan manusia. Terkadang dengan nas, dan terkadang
pula dengan cara giyas terhadap perkara yang sudah ada hukumnya
dalam nas. Maka dari itu, tidak terdapat maslahah mutiagah (yang
terlepas) yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dan pada setiap
maslahah yang ada pasti sudah terdapat dalil yang didatangkan
Pendapat yang bertentangan dengan hal itu berarti mengingkari akan
kesempurnaan serta kelengkapan syariat Islam sebagaimana firman

Allah dalam Al-Quran surah a/-Maidah (5) ayat 3 yang berbunyi:
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Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang
diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan
(diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan
pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu
perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada

E

9 Zakariyah al Bary, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah (t.t.. t.p., 1975), 132.
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mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-
Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi
barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa,
maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-
Maidah : 3).

Maka dari itu, jika terdapat suatu maslahahyang tidak didukung oleh
dalil syariat untuk membenarkannya, maka mas/ahah tersebut
bukanlah maslahah hagigi. Sehingga masiahah tersebut tidak bisa
digunakan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam.

2. Berpegang kepada maslahah mursalah dalam penetapan hukum
Islam akan membukakan pintu bagi para pengikut hawa nafsu dan
syahwat dari berbagai ahli figh. Ditakutkan mereka memasukkan ke
dalam syariat sesuatu yang bukan syariat. Lalu mereka akan
membuat hukum sendiri dengan alasan mas/ahah, padahal sesuatu
yang dimaksud sebenarnya mengandung mafSadah (kerusakan).
Dengan demikian syariat menjadi sia-sia dan manusia menjadi
rusak.® Menurut pendapat Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa
kita semua tahu serta yakin bahwa seorang alim tidak akan
menetapkan suatu hukum tanpa memandang indikasi dari beberapa

dalil. Zstihsan tanpa memperhitungkan dalil-dalil syara’ adalah

hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata. Adapun perihal

8 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Cairo: Dar al Fikr al ‘Arabiy), t.th. 282.
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maslahah mursalah beliau mengatakan apabila tidak didukung oleh

adanya dalil syara’maka kedudukannya sama dengan istihsan.

. Apabila suatu maslahah dapat diterima (maslahah mu’tabarah),

maka hal tersebut masuk dalam kategori giyas dalam artian yang
luas. Namun apabila tidak didukung oleh syara’ maka tidak
termasuk dalam kategori giyvas. Maka, apabila terdapat suatu
anggapan yang menyatakan bahwa jika pada suatu masalah terdapat
maslahah mu’tabarah tetapi tidak didukung oleh syara’dan bukan
termasuk kategori giyas, pandangan tersebut akan membawa kepada
sebuah kesimpulan mengenai terbatasnya dalil syara’ yaitu Al-
Quran dan hadis dalam menjelaskan syariat, sehingga anggapan
tersebut sungguh berbahaya®.

Mengambil dalil masiahah tanpa berpegang teguh kepada nas
syari’ah terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari
hukum syariat dan tindakan kedhaliman terhadap rakyat dengan
berdalih mas/ahah seperti yang dilakukan oleh raja-raja yang
dhalim.8

Berpegang pada maslahah dalam pembentukan hukum dapat
mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan

dalam pengambilan kesimpulan hukum. Hal itu terjadi karena

81 Al- Ghazali, al-Mustasta min “llm al-Usal. jilid 1. (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah,

1983), 194.

8 Al Ghazali, al-Mustasta, 194.
8 Al Ghazali, al-Mustasta, 283.
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terdapat perbedaan masa dan tempat yang melatarbelakangi
pandangan suatu maslahah. Karena itu, terkadang suatu masalah
hukumnya halal pada suatu masa, atau pada suatu negara, sementara
di masa yang lain atau di negara lain termasuk dalam kategori haram
karena mengandung mafsadah. Hal tersebut dapat mengingkari
adanya kesatuan hukum syariat, begitu juga keumuman dan

kekekalannya.?

Imam Syafi’i merupakan ulama yang menentang penggunaan
maslahah mursalah, namun, pada dasarnya beliau juga memakai
maslahah sebagai dalil dalam penetapan hukum selama tidak
dilatarbelakangi oleh dorongan hawa nafsu serta tidak bertolak belakang

dengan tujuan syariat.

Imam Syafi’i sangat memperketat ketentuan dalam penggunaan
maslahah dan mensyaratkan agar mas/ahah diletakkan di bawah giyas,
yaitu sekiranya terdapat hukum as/ yang bisa digiyaskan dengan
maslahah tersebut dan terdapat “//lah mundabit (tepat). Maka dari itu,
beliau tidak menjadikan maslahah mursalah sebagai sumber hukum

(dalil) yang berdiri sendiri, tetapi memasukkannya ke dalam pembahasan

qiyas.®

84 Zakariyah al Bary, Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah. t1.; t.p., 1975, 132.
& Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber
Hukum”, Jurnal Hukum Diktum Vol. 11, No. 1, Januari 2013, 93-99, 97.
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3. Imam Syatibi

Imam Syatibi merupakan seorang fugaha dari mazhab Maliki yang
mana pandangan beliau tentang usul/ al-Figh, terutama tentang masl/ahah
mursalah, banyak dikaji oleh para pemikir pada masa setelahnya.
Pemikiran Imam Syatibi tentang maslahah mursalah tertulis dalam dua
karyanya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut yaitu
al-Muwafagat i Usul al-Ahkam dan al-I’tisam®

Imam Syatibi menyatakan dalam karyanya a/-Muwataqat, bahwa
maslahah mursalah adalah dalil yang bisa digunakan sebagai teknik dalam
penetapan hukum Islam.®’

Walaupun demikian, Imam Syatibi berpendapat bahwa mas/ahah
mursalahbelum disepakati validitasnya oleh para ulama usu/ al-Fighuntuk
dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. Dalam karya beliau
terdapat penjelasan mengenai sikap para ulama yang berkaitan dengan
penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum
Islam. Terdapat empat golongan yaitu, Pertama, pendapat yang menyetujui
penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum
Islam apabila didasarkan (didukung) oleh dalil. Kedua, pendapat yang
mengakui penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil penetapan hukum
secara mutlak, contohnya Imam Malik. Ketiga, pendapat yang menerima

penggunaan maslahah mursalah dalam artian dekat dengan dalil al-Quran

8 Taufiq Yusuf al-Wa’i, al-Bidayah wa al-Masalih al-Mursalah, 298.
87 Al-Syatibi, a/-I’tisam, 338-339.
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dan al-Sunnah al-Magbulah. Keempat, pendapat yang menerima
penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum
Islam untuk jenis maslahah daruriyah saja sedangkan untuk maslahah
hajiyah dan tahsiniyah tidak dapat diterima®

Adapun definisi dari maslahah mursalah dalam karya beliau al/-
Muwaftaqat adalah masiahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak
dijelaskan oleh nas tertentu tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan
dengan tindakan syara’. Yang dimaksud dengan sesuai tindakan syara’
dalam hal ini adalah tidak harus didukung oleh dalil tertentu yang berdiri
sendiri serta menunjuk kepada mas/ahah tersebut, tetapi bisa merupakan
kumpulan dari dalil-dalil yang memberikan faedah yang pasti (gat 7). Jika
dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil ku//i yang bersifat
pasti memiliki kekuatan yang sama dengan satu dalil tertentu®.

Dalam karyanya al-I’tisam, beliau memberikan penjelasan
mengenai kedudukan maslahah yang terkandung dalam suatu masalah
baru, dilihat dari kesejalanan yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar
pertimbangan dalam penetapan hukum. Adapun hal tersebut terbagi
menjadi tiga bagian.*

Pertama, maslahah yang terkandung didalamnya dapat diterima
eksistensinya karena didasarkan pada kesesuaiannya dengan petunjuk

syara’. Para ulama membenarkan maslahah jenis ini, sehingga diterima

8 Al-Syatibi, al-I’tisam, 338-339.
8 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, 16.
% Al-Syatibi, a/-I’tisam, 339.
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karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara’. Adapun contohnya
adalah hukuman gisas untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Kedua, mas/ahah yang didalamnya terkandung masalah baru yang
didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak/tidak disetujui
oleh syara’. Hal itu terjadi karena mas/ahah yang ditemukan bertentangan
dengan nas. Maslahah jenis ini seakan-akan didorong oleh hawa nafsu
sehingga eksistensinya tidak bisa dijadikan sebagai dalil pertimbangan
dalam penetapan hukum.

Ketiga, maslahahyang ditemukan dalam suatu masalah baru, tidak
didukung oleh dalil khusus ataupun dalil partikular, tetapi juga tidak
terdapat dalil yang membenarkan ataupun menolaknya.

Menurut beliau, dalam masiahah jenis ini, terdapat dua
kemungkinan yaitu, pertama, terdapat nas yang mengkonfirmasi
kesejalanan dengan mas/ahah yang terkandung dalam masalah baru
tersebut, dan kedua, maslahah yang sejalan dengan syara‘yang bersifat
universal, bukan dengan dalil partikular. Jenis yang kedua disebut dengan
istilah maslahah mursalah. Dengan artian, setiap maslahah dari suatu
tindakan atau perbuatan yang kemaslahatannya tidak dijelaskan/didukung
oleh adanya nas tertentu, tetapi sejalan dengan ketentuan syara’, secara
universal, maka maslahah itu menjadi benar sehingga bisa dijadikan
sebagai teknik dalam penetapan hukum. Imam Syatibi juga memberikan

contoh berupa sepuluh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan
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dengan menggunakan metode maslahah mursalah sebagai teknik

penetapan hukumnya dalam karyanya a/-I tisant:.

C. Kerangka Berpikir
Dalam suatu penelitian, kerangka berpikir merupakan suatu hal yang
penting. Karena dapat memberikan gambaran akan alur berfikir sang peneliti.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diagram 1. Kerangka Berpikir

‘—D .

UU. No. 12
Pemaksaan . Tindak —
ahun .
Perkawinan = m | pidana B | Maslahan
Tentang Mursalah
TPKS

— )

91 Al-Syatibi, al-Itisam, 339-348.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode
yang digunakan adalah metode kualitatif.
1. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau berdasarkan cara pengumpulan datanya, maka jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)®. Karena
bahan hukum akan diperoleh  melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen
resmi, publikasi dan hasil penelitian®. Penelitian ini mengumpulkan bahan
hukum yang bersumber dari dokumen yang kemudian dianalisa dan
menghasilkan sebuah kesimpulan®:. Jenis penelitian ini adalah yang paling
cocok untuk digunakan, sebab bahan hukum yang akan dikumpulkan adalah
bahan hukum yuridis yaitu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan buku-buku, kitab-kitab dan
penelitian yang membahas tentang teori mas/ahah mursalah Imam Ghazali.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan

92 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) Cet. 11, 107.
93 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 107.
% Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.
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dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Jenis Bahan Hukum

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif, maka tidak
dikenal istilah data, karena bahan penelitian diperoleh melalui studi
kepustakaan, bukan dari data lapangan. Dalam penelitian normatif, data
yang akan digunakan disebut dengan bahan hukum, karena seluruh data
dalam penelitian normatif termasuk kedalam data sekunder. Bahan hukum
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua bahan yang
membahas tentang pemaksaan perkawinan, Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan teori masiahah mursalah Imam Ghazali.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut,
1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap
individu dan masyarakat. Baik yang berasal dari perundang-undangan dan
putusan pengadilan®®. Dalam penelitian ini memiliki bahan hukum primer
yang berupa :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

% Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat,
(Jakarta : Raja Grafindo, 2015), Ed. 1, Cet. 17, 13.
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Kompilasi Hukum Islam.

Kitab al-Mustasta min ‘ilm al-Usul karya Imam Ghazali.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum

primer yang membantu proses penelitian. Yang meliputi surat kabar,

penelitian, sumber dari internet dan buku-buku yang membahas tentang

pemaksaan perkawinan dan teori mas/ahah mursalah Imam Ghazali. Dalam

penelitian ini memiliki bahan hukum sekunder yang berupa :

a. Pemaksaan Perkawinan

1)

2)

3)

4)

5)

Figh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, karya

Rusdaya Basri.

Figh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”,

karya Husain Muhammad.

Figh Munakahat, karya Saebani Beni Ahmad.

Kawin Paksa, karya Ahmad Zarkasih.

Cegah Perkawinan Anak, karya Tim Indonesiabaik.id, Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian

Komunikasi dan Informatika.

Teori Maslahah Mursalah

1) Kitab a/-Bidayah wa al-Masalih al-Mursalah, karya Taufiq
Yusuf al-Wa’i.

2) Kitab Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah, karya Zakariyah al-

Bary.



65

3) Kitab al-Muwaftaqat i Usul al-Ahkam, karya Imam Syatibi.
4) Kitab al-I’tisam, karya Imam Syatibi.
5) Metode Penetapan Hukum Islam, karya Kasuwi Saiban.
B. Pengumpulan Bahan Hukum
Metode utama dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian
ini adalah metode dokumentasi. Yaitu metode yang mencari bahan hukum
melalui berbagai sumber seperti buku, transkrip, catatan serta sumber-
sumber lainnya®. Cara dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan
menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemaksaan
perkawinan, UU. No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dan teori maslahah mursalah Imam Ghazali.
C. Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
terkumpul, maka tindakan selanjutnya adalah menganalisa bahan-bahan
hukum tersebut. Yang dimaksud dengan menganalisa bahan hukum adalah
penulis menelaah dan menghasilkan sebuah pemahaman setelah membaca
bahan-bahan hukum, yang mana nanti akan menghasilkan sebuah
kesimpulan yang kan dijadikan konten dalam penelitian ini.
Diharapkan dari pemahaman ini bisa membangun kerangka berpikir

yang sistematis dan otentik, hingga bisa memberikan pemahaman dengan

% pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya lImiah,
(Malang: UIN Malang, 2020), 43.
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cara yang tepat bagi para pembaca. Secara umum, proses dari menganalisa
bahan-bahan hukum adalah sebagai berikut®’
1. Pengeditan (Editing)

Yaitu memilah-milah dan merangkum bahan hukum pokok untuk
disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini harus dilakukan, karena tidak
semua informasi dalam bahan hukum mempunyai korelasi terhadap fokus
penelitian, hanya mengambil informasi inti saja. Dalam penelitian ini, bahan
hukum yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan, UU. No. 12 Tahun
2022 Tentang TPKS dan teori maslahah mursalah Imam Ghazali akan
dipilah-pilah terlebih dahulu kemudian diambil inti sarinya.

2. Kilasifikasi (Classifying)

Setelah proses editing bahan hukum, maka langkah selanjutnya adalah
mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Bahan hukum
akan dikelompok menjadi bagian-bagian tertentu, dalam hal ini maka bahan-
bahan hukum yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan, UU. No. 12
Tahun 2022 Tentang TPKS dan teori masiahah mursalah Imam Ghazali.

3. Analisis (Analyzing)

Setelah bahan-bahan hukum diklasifikasikan, maka langkah
selanjutnya adalah menganalisa bahan hukum tersebut untuk digali dan
mencari gagasan inti dalam bahan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan
analisis disini adalah proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang

mudah untuk dipahami serta mudah untuk dipresentasikan. Tehnik yang

%7 pascasarjana, Pedoman, 28.
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digunakan adalah deskriptif, yaitu menjelaskan inti sari dari bahan hukum
yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan, UU. No. 12 Tahun 2022
Tentang TPKS dan teori maslahah mursalah Imam Ghazali.

4. Menyimpulkan (Concluding)

Setelah proses analisa, proses selanjutnya yang merupakan langkah
terakhir adalah membuat sebauh kesimpulan dari kajian yang diteliti, yaitu
mendeskripsikan suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi suatu
objek yang mudah dipahami setelah proses penelitian dilakukan. Caranya
dengan mengambil poin-poin penting yang ada pada setiap fokus penelitian,
lalu dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang ringkas, padat dan jelas yang
merangkum poin-poin inti pada penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut, kesimpulan tentang pemidanaan pemaksaan
perkawinan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual perspektif teori maslahah mursalah Imam
Ghazali.

D. Keabsahan Bahan Hukum
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini amatlah penting.
Sebab referensi yang digunakan dalam penelitian ini harus betul-betul
akurat, dengan pandangan yang obyektif. Dengan ini maka akan
terhindarkan dari adanya persepsi tentang adanya subyektifitas atau

keterpihakan sang penulis dalam penelitian ini%.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), 293.



68

Dalam pengecekan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis
akan memvalidasi referensi-referensi yang digunakan dengan akurat,
yang meliputi sumber yang valid, otoritas sumber, terhindar dari
kealpaan serta kelayakannya. Dengan begitu semua referensi yang
digunakan dalam penelitian ini  betul-betul valid serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik, sehingga menjadi

penelitian yang layak uji.



BAB IV

DESKRIPSI PERMASALAHAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Permasalahan
1. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022

Pemidanaan adalah suatu tahap dalam penetapan sanksi/ hukuman dan
pemberian sanksi/hukuman dalam hukum pidana. Kata pidana secara umum
dimaknai sebagai hukum, sedangkan kata pemidanaan dimaknai sebagai
penghukuman®,

Dalam undang-undang terdapat tiga kriteria pemaksaan perkawinan
yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinanan dengan mengatasnamakan
praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
Adapun hal tersebut tertulis pada pasal 10 ayat 1 dan 2 UU. No. 12 tahun 2022
tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana berikut ini,

Pasal 10 ayat (1)

“ Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan
seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 10 ayat (2)
Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(D):

a. perkawinan anak;

% Abdul Syatar, “Relevansi antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, Jurnal
Syari’ah dan Hukum Diktum (Juli, 2018), Vol. 16, No. 1, 122.
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b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau

c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.®

Dalam Islam terdapat istilah Wilayah al-Ijbar | otoritas paksa yang
dimiliki oleh orang tua kandung (ayah atau kakek) terdapat pada pembahasan
nikah didalam kitab-kitab madzhab figih. Hal ini terbagi menjadi dua macam,
yakni Wilayah al-Ijbar dan Wilayah al-Musytarakah. Dalam Wilayah al-Ijbar,
sang ayah dibolehkan menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihannya
walaupun tanpa ridha dari anak gadisnya. Jenis yang kedua yakni, Wilayah al-
Moustarakah (wali yang kooperatif) tugasnya hanya menikahkan saja,
mempelai pria dipilih oleh sang anak gadis itu sendiriZ.

Jadi dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria
pemaksaan perkawinan dalam undang-undang, apakah kriteria tersebut
mengakomodir konsep wilayah al-Ijbardalam Islam ataukah tidak. Karena hak
ijbar merupakan bentuk tanggung jawab seorang wali untuk menikahkan anak
gadisnya, karena dianggap sang anak belum cakap dalam memilih
pasangannya sendiri.

2. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022
Perspektif Maslahah Mursalah Imam Ghazali
Pembahasan maslahah dalam kitab a/ — Mustasfa karya Imam Ghazali

dimulai dengan menyebutkan jenis-jenis maslahah apabila ditinjau dari

100 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal 10 ayat (1&2).
101 Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa, 17.
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dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syara’. Maslahah tersebut terbagi menjadi

tiga macam yaitu sebagai berikut,

b. Maslahah Mu’tabarah, yaitu maslahah yang dibenarkan oleh nas ataupun
dalil tertentu, dapat dibenarkan sebagai bahan pertimbangan dalam
penetapan hukum Islam dan pembahasan mengenai maslahah mu’tabarah
masuk ke dalam kajian Qiyas.

C. Maslahah Mulgah, yaitu maslahah yang dibatalkan karena adanya nas
ataupun dalil tertentu, tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam.

d. Maslahah Mursalah, yaitu maslahahyang tidak memiliki dalil ataupun nas
tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya. Terdapat perbedaan
pendapat diantara para ulama mengenai boleh atau tidaknya menggunakan
maslahah mursalah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum

Islam102,

Kemudian pembagian maslahah berdasarkan kekuatan substansinya,

yaitu sebagai berikut,

a. Maslahah daruriyah merupakan tingkatan maslahah yang tertinggi,
menjaga pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contoh
dari maslahah daruriyah adalah keputusan syara’ untuk membunuh orang
kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid’ah

yang menyeru kepada orang lain agar mengikutinya, apabila hal seperti ini

102 Al-Ghazali, A/-Mustasta Min “llm al-Usul, 312.
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dibiarkan begitu saja maka agama umat akan lenyap. Contoh yang lain
adalah keputusan syara’ yang mewajibkan gisas hukuman yang sama
dengan tindak kejahatannya, karena hukuman gisas memelihara jiwa
manusia. Hukuman Aad bagi peminum khamr, dengan hukuman ini maka
akal akan terpelihara, yang mana akal merupakan dasar dari zak/ifseorang
hamba. Hukuman Aad bagi pezina, hukuman ini melindungi nasab dan
keturunan. Hukuman bagi pencuri yang ditentukan oleh hakim, maka hal
ini termasuk pemeliharaan atas harta benda'®,

b. Maslahah hajiyah, merupakan masiahah pada tingkatan kedua. Contohnya
pemberian kuasa kepada wali untuk menikahkan anaknnya yang masih
kecil. Hal ini belum termasuk kedalam sesuatu yang mendesak ataupun
darurat, melainkan diperlukan untuk mendapat kemaslahatan'%.

C. Maslahah tahsiniyah, merupakan maslahah pada tingkatan ketiga, tidak
menempati posisi darurah ataupun hajah tetapi pada posisi tahsin
(mempercantik), tazyin (memperindah) serta taysir (mempermudah)
dalam rangka untuk mendapatkan suatu keistimewaan serta memelihara

sikap dalam kehidupan dan bermuamalat dengan sesama manusia®®®.

Adapun persyaratan maslahah mursalah agar bisa dijadikan sebagai

hujjah dalam penetapan hukum Islam adalah sebagai berikut,

103 Al-Ghazali, A/-Mustasfa Min ‘[lm al-Usul, 313.
104 Al-Ghazali, A/-Mustasta Min “llm al-Usul, 314.
105Al-Ghazali, Al-Mustasta Min ‘llm al-Usul, 314.
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1. Maslahah harus sesuai dengan keputusan syara’atau ketetapan hukum
Islam, ini adalah persyaratan inti yakni terdapat unsur pemeliharaan
terhadap agama, akal, jiwa, harta serta keturunan didalamnya.
Sedangkan maslahah mulgah yang bertentangan dengan nas harus
ditolak.

2. Maslahah harus berada pada tingkatan daruriyah atau hajiyah yang
berada pada tingkat daruriyah, sedangkan maslahah pada tingkat
tahsiniyah tidak dapat dijadikan sebagai Aujjah dalam penetapan
hukum Islam, kecuali jika terdapat nas yang menjelaskannya secara
khusus, maka penetapan hukum menggunakan metode giyas tidak
menggunakan maslahah mursalah.

Dalam pembahasan ini maslahah yang akan digunakan adalah
maslahah mursalah.
. Hasil Penelitian
1. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022
Pemaksaan perkawinan termasuk kedalam kekerasan berbasis gender.
Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah
tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan atau
cenderung menimbulkan atau menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan
fisik, seksual, psikologis baik bagi perempuan dewasa maupun anak

perempuan dan remaja*®®.

196K omnas Perempuan, Pemaksaan Perkawinan, 60.
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Persyaratan yang menyatakan bahwa pernikahan dilakukan hanya
dengan kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua belah pihak tanpa adanya
unsur keterpaksaan sudah tertulis dalam Pasal 16 CEDAW (The Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) atau konvensi
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kriteria
pemaksaan perkawinan dalam undang-undang terbagi menjadi tiga yaitu
perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik

budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.%’
a. Perkawinan Anak

Di dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik usia minimal untuk
menikah. Adapun perihal Rasulullah saw menikahi Siti Aisyah pada usia dini,
terdapat beberapa hadist yang membahas tentang hal ini, pernikahan itu

mendasar kepada mimpi Rasulullah saw.

_@Jj\dywb 05 o e Gk ) S il olin 23 Sals WGhs
L;..acw\J Jb -6 \.;T Ak Lcuf— cm\u:cc( Gis % s
o e i 3 SN ol s (JU B Pl 3 Sl (,i,ﬂ

A 2/ 0 %,

2o V0a 3L O g8 N w\ 56 eleds 12 LrasSTh ‘_Ju\f\ o R J

Diriwayatkan oleh Imam muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi Selama tiga hari. Seorang
malaikat datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu
berkata: “Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita

197Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pasal 10 ayat (1&2).
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itu adalah engkau. Akupun berkata; “Kalau ini berasal dari Allah, maka Dia
akan mewujudkannya’*8,

Adapun pernyataan Siti Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah di usia

yang masih belia adalah sebagai berikut,

cj‘;}:;\\:jj\:;-jccgjj}«usc%&c;ﬁj/ T(; T‘gé;:)jgé;\:ji;j
(EJ6 AR 2yl F plis 28 cm’ﬂ 2 sh 5ae Whs & Laidlls
pi B Gl 5 e S & 6 iy B ;.,aLng SFEEY

L

-

“Nabi menikahiku (Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan
berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahu”.(H.R.Muslim)%,

Perkawinan tersebut mempunyai hikmah yang amat besar, dikarenakan
Siti Aisyah atas kehendak Allah swt menjadi salah satu dari Ummahatu al-
Mu’minin yang meriwayatkan ribuan hadist. Sehingga memudahkan umat
Rasulullah untuk menjalankan syariat Islam sesuai tuntunannya. Tetapi perlu
diingat bahwa hal tersebut merupakan ketentuan dan kehendak Allah swt yang
di berlakukan khusus kepada Nabi Muhammad saw, maka dengan demikian
tidak serta merta harus diikuti oleh umatnya sebagai sunnah Rasul, sama halnya
seperti Rasulullah yang beristri lebih dari 4, yang juga tidak boleh diterapkan

oleh umatnya dengan berdalih melaksanakan sunnah Rasul. Hal tersebut

108 Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Musiim, Jilid 4, No. 2438, 1889.
109 Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Musiim, Jilid 2, No. 1422, 1039.
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merupakan salah satu kekhususan yang diberikan oleh Allah swt kepada Nabi

yang tidak berlaku untuk umatnya®Z®,

Menurut Al-Jurjani dalam keabsahan akad nikah terdapat syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena, dalam akad nikah
terdapat konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua mempelai. Syarat
utama tersebut adalah ahliyyah. Menurut beliau ahliyyah adalah kemampuan

seseorang untuk menerima hak serta memikul kewajiban®!?,

Para ulama mendifinisikan seseorang yang sudah layak serta cakap
untuk melakukan akad nikah dengan merujuk kepada firman Allah Swt. Pada

Surah An-Nisa’ ayat 6 sebagaimana berikut ini,

|

;,,@15\ 34336 1A% r@” (,Mm 56 B 1Al 15 g5 il e
g e sl G O 1aga 138 O a3 Gt T N . i
Gs AL 6453%@;& 530 2t 2 505 6. Syady KU s

Artinya : Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan
janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan
(Janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.
Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka
bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu
menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-
saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.. (Q.S. An-Nisa’ : 6).

110 Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, de Jure Jurnal Syariah
dan Hukum (Desember, 2011), Vol. 3, No. 2, 132.
11 Al-Jurjani, al-Ta’rifat, (Beirut : Dar al-Kutub al-1imiyah, 2016), 40.
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Maksud dari firman Allah Swt. Pada ayat “sampai mereka cukup umur
untuk kawin” adalah kemampuan calon suami-istri untuk melakukan
pernikahan serta memikul tanggung jawab keluarga. Hal inilah yang menjadi
pendapat mayoritas para mufasir. Bahkan, mereka menyatakan bahwa, usia
baligh tidak hanya dinyatakan dengan tanda alami, tetapi dinyatakan juga

dengan usial*?,

Imam Al-Qurthubi menafsirkan “hatta iza balagu al-nikal” dengan “al-
huln?” (mimpi basah)!'3, Bahkan, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan ayat

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh.” Pada surah An-Nur ayat

59114.

°

“”:JJ.S ﬁl:;uﬁum\ &Bi:;\w\jj';m/’ \riaduia \Cumj

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka
hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS An-Nur [24]: 59).

Usia minimal untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia adalah
pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hal ini tertulis pada UU No.
16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974. Terdapat dua
masalah penting dalam pembatasan usia pernikahan, Pertama, pembatasan

perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam hal ini, digunakan metode

2Al-Maraghi, A. b, Tafsir Al-Maragi, (Kairo: Maktabah Bab Al-Halabi, 1996), 188.

BAL-Qurthubi, M. b. (tth.), al-Jami’ Ii Ahkam al-Quran, (Kairo: Dar al-Kutub al-
Mashiriyah).

114 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Syamil Cipta Media,
2012).
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maslahah mursalah yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (mafSadah),
menarik manfaat (maslahah), sebagai tindakan preventif (sadd al-zari’ah) serta

memperhatikan perubahan zaman®®

. Sementara itu, alasan-alasan yang
diajukan oleh pemerintah, melalui KPPA (Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak), telah dilakukan melalui berbagai macam
kajian yang mendalam serta didukung dengan data-data valid yang tak
terbantahkan. Maka, kemaslahatan yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal

ini yaitu dengan menaikkan usia nikah wanita menjadi 19 tahun, dari yang

sebelumnya 16 tahun'?®,

Adapun pembatasan usia perkawinan ini tidak bertentangan dengan nas
syariah atau ijjma’. Karena, dalam hal ini ketika para ulama menkonversi tanda
alami kebalighan ke dalam usia, terjadi perbedaan pendapat. Maka, dengan
adanya alasan-alasan tersebut, pendapat para ulama yang membolehkan
pembatasan usia perkawinan justru menjadi rajih (unggul), daripada alasan
yang sering dikemukakan yakni pernikahan Sayyidah Aisyah r.a. dengan

Rasulullah Saw. yang seolah-olah menafikan pembatasan usia perkawinan!?’.

Maka dari itu, mas/iahah mursalah dalam kajian ini bagaikan pisau yang
bermata dua. Artinya, dia bisa maju ataupun mundur bergantung terhadap

kemaslahatan yang akan diraih. Apabila dalam kasus tersebut terdapat

115 Az-Zuhaili, M. M, Al-Wajiz fi Usul Al-Islami, (Damaskus, Dar Al-Khair), Jilid I, Cet.

3, 257.

116 Eka Gifriana, H.B. Syafuri, H. E. Zainal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini :

Perspektif ~ Maslahah  Mursalah ~ (Analisis ~ Yuridis  Putusan  Perkara  Nomor
1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”, Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), 2022, Vol. 1, No. 3,

210.

117 Eka Gifriana dkk, “Dispensasi Nikah Usia Dini”, 211.
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kemaslahatan yang akan diraih, maka bagaimana apabila kemaslahatan
tersebut adalah pembatasan terhadap yang halal. Yang perlu diingat bahwa
dalam pembatasan usia nikah ini, tidak bermaksud melarang seseorang untuk
menikah. Nikah tetap diperbolehkan tetapi, karena adanya mas/ahah, menolak
mudarrah, tindakan preventif, serta perubahan zaman, maka kehalalan itu

dibatasi'é,

Adapun beberapa perbedaan mengenai usia dewasa dalam undang-
undang adalah sebagai berikut,

1) KUHP pasal 45 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah
apabila belum berumur 16 tahun. Menurut penjelasan R. Soesilo dalam
bukunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Kimentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 61, menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan “belum dewasa” adalah mereka yang belum
berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai
sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa''®.

2) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pada pasal 47
bahwa anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum

mencapai 18 tahun?,

118 Eka Gifriana dkk, “Dispensasi Nikah Usia Dini”, 211.
119 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45.
120 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 47.
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3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 6
menyatakan bahwa, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18
(delapan belas) tahunt?,

4) UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 8
menyatakan bahwa, anak didik pemasyarakatan adalah :

a) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun.

b) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun?2,

5) UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal

1 angka 3, 4, dan 5.

Pasal 3, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 4, Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Pasal 5, Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 80aying
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau
dialaminya sendiri‘.

6) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan pada pasal 1 angka 5

bahwa, anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan

121 Republik Indonesia, UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1.

122 Republik Indonesia, UU. No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka
8.

123Republik Indonesia, UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
pasal 1 angka 3,4, dan 5.
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belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya'?*,

7) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah
menjadi UU. No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa
anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan??,

8) UU. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 1 angka 4
menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun'?,

9) UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
pada pasal 4 huruf H menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah
anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18
(delapan belas) tahun atau belum kawin®?’.

10)UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang pada pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan®?®,

124 Republik Indonesia, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,pasal 1 angka 5

125 Republik Indonesia, UU. No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 1

126 Republik Indonesia, UU. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 angka 4

127Republik Indonesia, UU. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, pasal 4 huruf H.

128 |_etezia Tobing, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-
cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-It4eec5db1d36b7/ , diakses pada 03 Juni
2023 pukul 10:48
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Kasus perkawinan anak di Indonesia sungguh mengkhawatirkan,
berdasarkan data dari pengadilan agama, yaitu permohonan dispensasi
perkawinan usia anak pada tahun 2021 tercatat sebanyak 65 ribu kasus,
sedangkan pada 2022 tercatat sebanyak 55 ribu kasus pengajuan dispensasi
nikah. Pengajuan dispensasi nikah banyak disebabkan oleh faktor perempuan
yang sudah hamil terlebih dahulu, dan adanya dorongan dari orang tua agar

anaknya segera menikah dengan calon pasangannya’?®.

Perkawinan anak sungguh berdampak besar bagi kehidupan pasangan
tersebut, antara lain meningkatkan angka kemiskinan, ancaman terkena kanker
serviks dikarenakan belum siapnya fisik anak perempuan untuk mengandung
dan melahirkan yang mana bisa meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi,
ancaman putus sekolah, belum siap dalam membina keluarga dikarenakan
mental belum matang, sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga,
yang mana bisa berujung kepada perceraian. Tidak hanya itu, apabila belum
siap mental, maka akan berpengaruh kepada pola asuh anak yang salah,
sehingga meningkatkan resiko anak stunting®3,

Adapun dampak dari perkawinan anak menurut Komnas Perempuan
adalah sebagai berikut. Pertama, perempuan kehilangan akses akan hak
kesehatan reproduksi dan seksualnya, yang mana jika proses persalinan

dilakukan di usia dini maka akan berpotensi terjadinya komplikasi dan yang

125 Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan, Siaran Pers
Nomor: B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-
indonesia-sudah-mengkhawatirkan, diakses pada 6 April 2023 pukul 09:15 WIB.

130 Tim Indonesiabaik.id, Cegah Perkawinan Anak, (Jakarta : Direktorat Jenderal Informasi
dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2020, Cet. 1, 14.
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sangat fatal bisa berujung kepada kematian. Akibat dari itu, bayi yang
dilahirkan mempunyai berat badan rendah, dikarenakan belum siapnya fisik
sang ibu.

Kedua, dalam perkawinan anak, sungguh rentan terjadi kekerasan
dalam rumah tangga, karena mereka belum siap psikis dan mentalnya untuk
membangun rumah tangga. Ketiga, perempuan kehilangan akses untuk
pendidikan yang layak, disebabkan oleh perkawinan anak. Adapun
penyebabnya adalah kehamilan yang tak diinginkan, sehingga mereka
dikeluarkan dari sekolah, sehingga tidak bisa melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggit®!.

Apabila pernikahan dini dilakukan dengan adanya unsur keterpaksaan,
maka hal tersebut termasuk kriteria pemaksaan perkawinan dalam UU. No. 1
tahun 2022 tentang TPKS dan dapat dijatuhi sanksi pidana terhadap orang yang
memaksa seseorang dibawah kekuasaannya untuk menikah.

Pernikahan anak termasuk kedalam ranah hukum perdata, apabila anak
belum cukup umur tetapi ingin segera menikah maka harus mengajukan
permohonan dispensasi nikah ke pengadilan setempat. Pada kasus ini terjadi
peralihan ranah hukum, yang mana sebelumnya perdata beralih ke ranah

hukum pidana, jika perkawinan anak tersebut atas dasar keterpaksaan.

131 Komnas Perempuan, Risalah Kebijakan Perkawinan Anak : Menutup Aib dan
Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual,
(Jakarta : Komnas Perempuan), 2019, 2.



84

b. Pemaksaan Perkawinan dengan Mengatasnamakan Praktik Budaya

Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
masih marak terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Nasional Perempuan,
pemaksaan perkawinan lebih mengarah kepada perempuan, karena berada pada
posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan ataupun paksaan
terhadap seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan termasuk unsur
dari pemaksaan perkawinan itu sendiri.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemaksaan
perkawinan, salah satu faktor tersebut adalah faktor budaya, atau tradisi adat.
Contohnya tradisi Kawin Tangkap, Kawin Sambung, Kawin Lari, Kawin Cina
Buta, dan Kawin Grebeg/Tangkap/ Maghrib!32,

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18B
ayat 2 menegaskan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 18 B ayat (2) memberi amanat bahwa pengakuan dan

perlindungan masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Maka dari itu pada

tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri

132 Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, Rahayu R. Harahap, “Pemaksaan Perkawinan
Berkedok Tradisi Budaya : Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam
Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan”, Uti Possidetis : Journal of International Law,
2022, Vol. 3, No. 1, 59.
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Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat!33,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 menjadi salah
satu landasan hukum bagi negara (pemerintah maupun pemerintah daerah)
untuk menjamin eksistensi masyarakat hukum adat termasuk pemenuhan
segala hak-hak yang dimilikinya.

Dengan berlakunya Permendagri tersebut tentunya membawa kabar
gembira bagi komunitas masyarakat hukum adat, karena dengan demikian
terdapat kejelasan serta kepastian hukum terhadap keberadaan mereka yang
selama ini belum mendapat pengakuan dan perlindungan secara nyata dari
negara melalui pemerintah, khususnya mengenai lima hal yaitu, sejarah
masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau
benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat!34,

Apabila dikaji menggunakan perspektif teori Stufenbau milik Hans
Kelsen, atau biasa dikenal dengan hierarki hukum, yang mana norma pada
tingkat bawah tidak boleh bertolak belakang dengan norma tingkat atasnya®.
Dalam hal ini Undang-Undang bertolak belakang dengan UUD 1945. Pasal 10
ayat 1 dan 2 UU. No. 12 Tahun 2022 bertolak belakang dengan pasal 18 B ayat
2 UUD RI Tahun 1945. Pada pasal 1 dan 2 UU. No. 12 Tahun 2022 yang

membahas tentang pemaksaan perkawinan, tertulis pemaksaan perkawinan

133 Aryo Subroto, “Peran Negara dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat”, Universitas
Mulawarman, 73.

134 Aryo Subroto, “Peran Negara”, 72.

135 Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia”, (Fiat Justitia
Jurnal lImu Hukum, (September — Desember : 2012), Vol. 5 No. 2, 293.
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dengan mengatasnamakan praktik budaya, hal ini bertolak belakang dengan
pasal 18 B ayat 2 UUD RI Tahun 1945, yang mengamanatkan pengakuan dan
perlindungan masyarakat adat diatur dalam undang-undang, serta mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga
terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD ’45.

Walaupun terdapat norma yang melindungi hukum adat, tetapi jika
adat tersebut menimbulkan kerusakan (mafsadah) maka harus segera
diberhentikan demi terciptanya kemaslahatan bersama. Adapun adat ( ‘urf)
menurut pandangan Islam, terdapat perbedaan antara adat dan ‘urf’, adapun
definisi dari adat adalah sebagai berikut,

A A B o) s 5 shaad K2 e e 2 sa G dsu

Artinya: adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus
menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia

mau mengulanginya secara kontinuitas.

Sedangkan pengertian dari ‘urf adalah sebagai berikut,

JJw’Jb cua_i\ aals 3 Jjﬁd\ Lg.wj/ b ailfc J%J\ 25l G Ol
st G i «wa # 3
Artinya: ‘urf adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa

merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan
dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan®3®.

S 3 851 a3 3 e e 1Bl 5 0 B B sk Dl
35l 5 A G G Y r Gt ol 1 5 S5

136 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat
(‘Urf)” Dalam Islam, Esensia, (Juli : 2012), Vol. 13, No. 2, 214.
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Artinya: ‘urfadalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak
dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu
yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan “a/- ‘adah”.

Berdasarkan pemaparan diatas, ‘urfdan adat ternyata merupakan dua
perkara yang memiliki makna yang sama. Maka dari itu pengertian dari hukum
adat adalah keseluruhan aturan yang berupa tingkah laku positif yang pada satu
pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia disebut sebagai hukum) dan pihak
lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia disebut sebagai
adat). Hal tersebut sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut,

Yo eobl o6 sk i3 st et 4
Artinya: adat kebiasaan dianggap sebagai acuan hukum ketika sudah berlaku
umum, apabila meyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu acuan
hukum?¥’,

Adapun adat kebiasaan (‘urf’) yang bisa digunakan sebagai salah satu
dasar yang nantinya bisa menjadi pijakan dalam menentukan sebuah hukum
memenuhi beberapa persyaratan yaitu, ‘urf tidak bertentangan dengan nas
syariah, ‘urf tersebut harus berlaku secara menyeluruh atau dilakukan oleh
mayoritas masyarakat, keberadaan dari ‘urf tersebut, harus sudah terbentuk
bersamaan dengan pelaksanaannya, dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang
bertolakbelakang dengan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam ‘38,

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penetapan kedudukan ‘urf

sebagai salah satu acuan dalam menentukan produk hukum adalah sebagai

berikut,

137 Agung Setiyawan, “Budaya”, 215.
18 M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul
Bahiyyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 184-185.
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1) Imam Abu Hanifah : Al-Qur’an, Sunnah, /jma’, Qiyas, Istihsandan ‘urf

2) Imam Malik : Al-Qur’an, Sunnah, [ljma’, Qiyas, Istihsan, Istishab,
Maslahah Mursalah, Sadd al-Zari’ah, dan ‘urf. Malikiyyah, membagi ‘urf’
menjadi tiga macam, yaitu : ‘urf'yang dapat ditetapkan sebagai hukum
karena didukung oleh nas syari’ah , ‘urfyang apabila mangamalkannya
berarti mengamalkan sesuatu yang dilarang atau mengabaikan ketentuan
syara’, dan ‘urfyang tidak dilarang ataupun diterima karena tidak ada
larangan.

3) Imam Syafi’l tidak menggunakan ‘urf sebagai dalil karena beliau
berpegang teguh kepada Al-Qur’an, Sunnah, /jma’, dan /jtihadyang hanya
dibatasi dengan metode g7yas saja’*®.

Adapun dalam pembahasan ini, adat yang bertentangan dengan ketentuan
syara’ harus segera dihentikan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya
mengenai salah satu contoh pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan
praktik budaya yaitu kawin sambung, hal ini bertentangan dengan dalil Al-

Quran yang melarang perilaku incest.
c. Pemaksaan Perkawinan Korban dengan Pelaku Perkosaan

Menurut KBBI, memaksa berarti memperlakukan, menyuruh,
meminta dengan paksa: berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);
memerkosa'*’ Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan sudah

pasti berdampak negatif, korban perkosaan sudah mengalami trauma yang

139 M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, Pengantar, 184-185.
140 KBBI Daring, https://kbbi.web.id/paksa, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 05:40.
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mendalam baik fisik dan psikis, justru perlindungan kepada korban harus
diberikan. Memaksa korban untuk menikah dengan pelaku perkosaan sungguh
perbuatan yang amat keji dan merupakan tindakan kriminal. Maka dari itu
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 hadir untuk melindungi hak-hak para
korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana pemerkosaan telah

diatur dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena
melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”4,

Tindakan perkosaan sudah sangat keji, apalagi memaksa korban untuk
menikah dengan pelaku. Maka undang-undang ini menjadi payung hukum bagi
para korban. Korban membutuhkan perlindungan dari segi hukum yang berupa
rehabilitasi dan pengembalian nama baik. Pengembalian nama baik sungguh
penting karena hal tersebut memberi penjelasan bahwa dia merupakan korban,

agar tidak terjadi kesalahpahaman42,

Adapun tindak pidana perkosaan tidak diatur secara eksplisit dalam
UU. No. 12 tahun 2022, namun disebutkan pada pasal 4 ayat 2, huruf a, karena
hal tersebut diatur dalam KUHP baru, pasal tentang perkosaan pada KUHP

baru tertulis pada pasal 473 ayat 1-11.

141 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 285.
142 M. Hisyam Syafioedin, Faturochman, “Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan
Bagi Korban™, 126.
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e. Konsep Ijbar al-Nikah dalam Islam

Kata 7jbar berbeda dengan ikrah, ikrah adalah tindakan yang tidak
bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia dan terkadang disertai
dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang yang diragukan
tanggung jawabnya terhadap si gadis. Sedangkan 7jbar adalah tindakan untuk
melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang
hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. Zjbar dimaksudkan sebagai bentuk
perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena
keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau
teman untuk bertindak43. Tetapi masih banyak terjadi kesalahpahaman dalam
masyarakat mengenai konsep ijbar itu sendiri, sehingga pemahaman yang
didapat adalah hak 7jbar adalah hak wali untuk menikahkan anaknya secara
paksa yang memiliki konotasi 7krah 14,

Kondisi pada zaman Nabi saat muncul hadis tentang hak i/bar, akses
perempuan pada masa itu masih terbatas dan sudah seharusnya muncul
ketentuan adanya hak jjbar bagi wali. Tetapi hal ini berbeda pada zaman
sekarang, yang mana akses perempuan sudah sangat terbuka dalam
bersosialisasi. Maka jika alasan hukum yang ada dalam zaman Nabi sudah

tidak dapat diwujudkan lagi di zaman sekarang ini. Jadi pada akhirnya

143 Husein Muhammad, Figh Perempuan Refleksi Kyai Wacana Agama dan Gender, Cet.
2, (Yogyakarta : LKIS, 2002), 8.

14 Muchtar, A. 1. S., Zihad, R., & Puspitasari, |. “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar
Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender”, Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019, 60.
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ketentuan tentang hak zjbar bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman
pada saat ini'®.

Undang-undang tidak spesifik menyebut wali mujbir dalam pasal yang
membahas perihal kawin paksa, wali mujbir hanya ayah dan kakek saja, selain
itu masuk kedalam kategori kawin paksa kriminal yang dimaksudkan oleh
undang-undang. Kriteria kawin paksa menurut undang-undang adalah
perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik
budaya dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Konsep
Ijbar al-Nikah dalam Islam mendatangkan masi/ahah, karena terdapat berbagai
macam persyaratan yang harus terpenuhi, jadi wali tidak asal memaksa

menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihannya (pilihan wali).

Dalam hal ini terjadi konflik antar norma Grundnorm dengan norma
dibawahnya, yaitu UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dengan UU. No. 12 Tahun
2022 pasal 10 ayat 1 dan 2. Adapun UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2

menyatakan sebagai berikut,

1) Negara berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu46.

Tertulis pada pasal tersebut bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap

penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai

135 Moch. Aufal Hadlig Khayyul Millati Waddin, Ridwan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar
Wali Nikah ( Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Figih Islam Wa Adillatuhu) Dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, (November : 2022), Vol.3,
No.2, 122.

146 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29
ayat 1 dan 2.
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agamanya masing masing. Dalam hal ini, konsep wali mujbir sudah berjalan
sekian lama, jauh sebelum UU TPKS lahir, dan juga mendapat dukungan dari
norma grundnorm (UUD 1945), yang merupakan norma dasar dan tertinggi
dalam susunan hierarki hukum di Indonesia. Norma yang berada di tingkatan
bawah tidak boleh bertolak belakang dengan norma tingkat atasnya, hal ini
sesuai dengan teori Stufenbau milik Hans Kelsen.

Maka, kawin paksa yang dimaksudkan oleh undang-undang tidak
mengakomodir konsep /jbar al-Nikah dalam Islam. Karena hal tersebut sudah
berjalan sedemikian lama dan mendatangkan mas/ahah, berbeda dengan kawin
paksa yang dimaksudkan undang-undang yaitu kawin paksa diluar konsep ijbar
yang termasuk kedalam perbuatan kriminal dan mendatangkan mafSadah
(kerusakan).

Adapun peraturan lain yang bertolak belakang dengan konsep Zjbar
yakni KHI dan UU perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang wali tidak
boleh memaksakan kehendak anaknya untuk menikah, dengan kata lain apabila
seorang wali akan menikahkan anaknya harus ada kerelaan atau izin dari kedua
mempelai. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kedua
tentang Calon Mempelai. Pada KHI pasal 16 ayat (1) yang berbunyi sebagai
berikut, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Sedangkan pada UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 berbunyi sebagai berikut,
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”. Hal tersebut
merupakan syarat dari pernikahan dalam undang-undang, maka jika tidak ada

izin pernikahannya tidak sah. Dalam agama Islam terdapat anjuran dalam
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memlilih jodoh, yaitu terdapat empat kriteria, sebagaimana disebutkan dalam
hadist Nabi yaitu perempuan dinikahi karena kecantikannya, keturunannya,

hartanya dan agamanya.
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Artinya : Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dan Muhammad
bin al-Musanna, dan Ubaidillah bin Said, mereka berkata Yahya bin Said
menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah, telah mengabari saya Said bin Abi
Said, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda : “Perempuan
dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena
kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada
keberagamaanya agar kamu memperoleh kebahagiaan™*’,

Maka dari itu, tiap individu mempunyai haknya masing-masing untuk
memilih pasangan hidupnya tanpa adanya unsur keterpaksaan dari pihak
manapun. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemidanaan pemaksaan
perkawinan pada UU. No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan
seksual tidak mengakomodir konsep ijbar dalam Islam. Hak 7jbar merupakan
bentuk tanggung jawab seorang wali kepada anaknya, dan terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa menggunakan hak

ijbartersebut, jadi wali tidak bisa asal memaksa untuk menikahkan anaknya.

147 Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Musiim, Jilid 2, No. 1466, 1086.
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Berbeda dengan pemaksaan perkawinan yang dimaksud oleh undang-
undang, pemaksaan perkawinan tersebut diluar konsep ijbar, hak ijbar, hanya
dimiliki oleh ayah dan kakek saja, selain itu masuk kedalam kawin paksa
kriminal. Konsep #jbar al-Nikah dilindungi oleh norma grundnorm yaitu UUD
1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, dan undang-undang TPKS berada dibawah norma
grundnorm. Norma yang berada pada tingkat bawah tidak boleh bertentangan
dengan norma tingkat atasnya, hal ini sesuai dengan teori Stufenbau (hierarki
hukum) milik Hans Kelsen.

2. Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Perspektif Teori Maslahah

Mursalah |mam Ghazali

Metode maslahah mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya
tidak didukung oleh syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui
dalil yang rinci. Maslahah ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil
yang mengesahkan ataupun membatalkannya. la merupakan maslahah
mutlagah, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariah,

tetapi sesuai dengan ruh syariah48.

Maslahah adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi
maqasid al-Syari’ah, dalam hal ini adalah tingkat daruriyah, yakni hak dasar
manusia yang harus terpenuhi. Undang-undang ini merupakan upaya
pemerintah dalam mencegah mafSadah dan mudarrah dari tindak pidana

kekerasan seksual dan melindungi hak-hak para korban, yang sebelumnya

148 Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan
Persoalan Hukum Kontemporer)”, UIN Ar Raniry, 1.
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belum ada payung hukum yang melindunginya. Hal ini sesuai dengan kaidah

Dar’u al-Maftasid wa Jalbu al-Masalih.

Adapun pengertian Maslahah menurut Imam Ghazali adalah segala
bentuk pemeliharaan dari maksud-maksud obyektif hukum (maqasid al-
syari’ah) yang terdiri dari 5 hal yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Segala bentuk usaha untuk memelihara kelima hal ini
disebut dengan masl/ahah. Sedangkan kebalikan dari itu disebut dengan

mafsadali*®.

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam
bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang
memperhatikannya®*®.

Beliau membagi mas/ahah berdasarkan dibenarkan atau tidaknya oleh
dalil syara’, menjadi tiga bagian yakni, maslahah mu’tabarah, maslahah
mulgah, dan maslahah mursalah. Dalam pembahasan ini maslahah yang cocok
adalah maslahah mursalah, yaitu masiahah yang tidak memiliki dalil ataupun
nas tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya. Terdapat perbedaan
pendapat diantara para ulama mengenai boleh atau tidaknya menggunakan

maslahah mursalah sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum

199 Al-Ghazali, al-Mustasta min 'llm al-Usul Jilid 1-11, Dar alFikr, t.th. h. 286.
150 Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'llm al-Usul., 312.
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Islam®®!, Dalam hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan tidak memiliki
dalil ataupun nas tertentu yang membenarkan ataupun menolaknya. Dalam
artian tidak terdapat dalil yang menjelasakan pemaksaan perkawinan secara
implisit.

Kemudian beliau juga membagi mas/ahah berdasarkan kekuatan
substansinya, terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni, maslahah daruriyah,
maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Dalam pembahasan ini, mas/ahah
berada pada tingkatan maslahah daruriyah, yakni hak dasar manusia yang harus
terpenuhi, yakni pemeliharaan atas jiwa serta mencegah terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga.

Beliau membagi maslahah berdasarkan segi kandungannya menjadi
dua yaitu maslahah ‘ammah dan maslahah khassah. Dalam pembahasan ini,
jenisnya adalah maslahah ‘ammah, karena berhubungan dengan kemaslahatan
banyak orang, yakni sebagai payung hukum bagi korban tindak pidana
kekerasan seksual.

Dalam penentuan maslahah, terdapat syarat-syarat yang harus
terpenuhi yaitu sebagai berikut 1%,

a. Maslahahharus berada pada tingkat daruriyah, yang melindungi kelima

hal (kebutuhan pokok), dan mencegah mafsadah, maka masiahah dapat

digunakan.

131 Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'llm al-Ushul, 312.
152 Mukhsin Nyak Umar, Al-Masalahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan
Pembaharuan Hukum Islam), (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet. 1, 148-149.
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b. Maslahah harus betul betul diyakini secara pasti, dan tidak bersifat
dugaan saja, jika tidak demikian maka mas/ahah tidak bisa digunakan.

C. Maslahah harus berlaku secara umum, tidak untuk golongan tertentu
saja.

d. Maslahah harus sesuai dengan syariat hukum Islam?®®3,

Dalam pembahasan ini, pemidanaan pemaksaan perkawinan dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
merupakan maslahah karena memenuhi persyaratan diatas, yakni undang-
undang ini melindungi kelima hal kebutuhan pokok (maqasid al-syari’ah) serta
mencegah kerusakan (mafsadah) yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana
kekerasan seksual, maslahah undang-undang ini juga sudah diyakini secara
pasti, mengingat perjalanannya yang amat panjang hingga akhirnya disahkan
oleh DPR, berlaku secara umum yakni untuk masyarakat Indonesia serta sesuai
dengan hukum Islam, dalam artian tidak mengakomodir konsep 7jbar dalam
Islam, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seorang wali
terhadap anak gadisnya, tak hanya itu terdapat beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi sehingga sang wali tidak asal memaksa untuk menikahkan anak
gadisnya dengan lelaki pilihan sang wali.

Adapun beberapa kerusakan (mafsadah) yang akan terjadi pada kriteria
pemaksaan perkawinan yang disebutkan undang-undang adalah sebagai
berikut,

a. Perkawinan Anak

153 Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'llm al-Usul, 253.
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Perkawinan anak tidak sesuai dengan undang-undang, walaupun
begitu pasangan yang ingin segera menikah namun belum cukup umur bisa
mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan setempat,
mereka akan didengar pendapatnya, jika salah satu pihak dipaksa maka, tidak
dikabulkan permohonannya, hal tersebut sudah tertulis pada UU. No. 16
Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, pasal 7 ayat (3).

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan”®4,

Berbeda halnya dengan kriteria perkawinan anak yang terdapat pada
pasal 10 ayat 2 UU. No. 12 tahun 2022 tentang TPKS ini, perkawinan anak
tersebut dilakukan atas dasar keterpaksaan, sehingga layak untuk
dipidanakan. Adapun beberapa dampak negatif dari perkawinan anak yaitu,
dapat memperparah angka kemiskinan, ancaman putus sekolah, ancaman
kanker serviks/kanker rahim pada anak, kurangnya persiapan fisik anak
perempuan untuk mengandung dan melahirkan anak, meningkatkan resiko
angka kematian pada ibu dan anak, ketidaksiapan mental dalam membina
rumah tangga, karena masih belum cukup umur, meningkatkan risiko
kekerasan dalam rumah tangga, rentan terjadinya perceraian, rentan

terjadinya ketidaksehatan mental, pemberian pola asuh yang tidak tepat,

154 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (3).
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karena masih minim pengetahuan, serta dapat berpotensi meningkatkan risiko
anak stunting®>.

Perlu digaris bawahi bahwa perkawinan anak tersebut diluar
konsep ijbar, hak ijbar hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja, selain itu
masuk kedalam kategori kawin paksa kriminal. Adapun cara agar pernikahan
dini bisa diakui oleh negara, harus mengajukan permohonan dispensasi
perkawinan ke pengadilan setempat, dan tidak ada keterpaksaan antara kedua
belah pihak.

Maslahah pada pembahasan pemidanaan pemaksaan perkawinan
dalam perkawinan anak berada pada tingkat daruriyah, termasuk kedalam
kategori maslahah mursalah karena tidak terdapat nas syari’ah yang
membenarkan ataupun menolaknya, dan dalam penerapannya masuk
kedalam kategori maslahah ‘ammah karena undang-undang berlaku bagi
seluruh masyarakat Indonesia.

b. Pemaksaan Perkawinan dengan Mengatasnamakan Praktik Budaya

Salah satu contoh pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan
budaya adalah Kawin Sambung. Kawin Sambung (sambung darah) adalah
perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih
memiliki hubungan kekerabatan yang sedarah, yang mana tujuannya adalah
agar harta tidak jatuh kepada keluarga lain serta mempererat ikatan

kekeluargaan.

155 Tim Indonesiabaik.id, Cegah Perkawinan Anak, Cet. 1, 14.
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Menurut kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, hal ini
terjadi di sebagian besar wilayah Flores, terkhusus di daerah Manggarali,
sedangkan di Jawa yaitu Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Terdapat juga
istilah sambung kelas / status sosial yang bertujuan untuk mempertahankan
status sosial para keluarga bangsawan serta status sosial dalam ekonomi. Hal
ini banyak terjadi di Sulawesi Selatan, Cirebon dan Sebagian besar di Jawa®®,

Pernikahan sedarah / incest adalah pernikahan yang dilakukan antara
ikatan keluarga atau keturunan yang memliki hubungan darah, baik karena
hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ataupun
ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) ataupun juga ke samping (saudara,
paman, dan lain-lain). Para Ulama sepakat untuk memasukkan nenek ke pihak
ibu sebagai yang haram dikawini (mahram) karena ibu berasal dari nenek dan
nenek disebut dengan ibu asal. Jika hukum Islam mengharamkan pernikahan
dengan bibi, maka keharaman terhadap nenek sama keharamannya dengan
ibu karena nenek yang menghubungkan ibu dengan bibit®’.

Hukum Islam sungguh melarang tindakan incest, sebagaimana Allah

SWT berfirman,
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156 Komnas Perempuan, Pemaksaan Perkawinan, 3.
157 Furgon, S. A., Tana Mana, Pengaruh Pernikahan Sedarah Pada Keturunan, 2020, 178.
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Artinya : Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-
anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang
menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum
campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa’ : 23).

Pernikahan sedarah / incest sungguh dilarang dikarenakan berbagai
alasan, menurut sudut pandang medis, setiap manusia memiliki kualitas
pribadi yang dikodekan di dalam gen sel tubuh, yang cenderung sama dalam
satu keluarga. Ciri-ciri pribadi tersebut kuat dan lemah (gen resesif), dan jika
dua gen resesif bertemu, maka akan muncul masalah kesehatan fisik / cacat
dan mental %8,

Adapun peraturan yang mengatur akan hal ini tertulis pada UU. No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 8 sebagai berikut,
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas;

b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan
ibu/bapak tiri;

d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

158 Wiene Surya Putra, Selamet Syahputra, Sefira Deliana, Rasidah Yusra, Nurhayati,
“Pernikahan Sedarah ( Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional”, Landraad: Jurnal
Syariah & Hukum Bisnis, (Desember : 2022), Vol. 1, No. 2, 170.
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e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin®®°,

Begitupun juga dengan tradisi kawin tangkap secara paksa yang
terjadi di NTT, hal tersebut telah melanggar ketentuan pada KUHP pasal 328
yang berbunyi sebagai berikut,

“Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau
tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu
secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain,
atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena
penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kawin tangkap juga tidak sesuai dengan asas keluarga dan syarat
perkawinan yang tertulis pada UU RI No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan?®?,

Maka bisa disimpulkan bahwa pemaksaan perkawinan dengan
mengatasnamakan budaya sungguh berdampak negatif, sehingga layak untuk
dipidana. Walaupun terdapat pasal pada UUD Negara Republik Indonesia
pasal 18B ayat 2 yang menegaskan bahwa,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Apabila tradisi tersebut menyebabkan kerusakan maka harus segera

dihentikan. Seperti halnya tradisi Kawin Sambung yang dijelaskan

sebelumnya. Sebenarnya masih banyak jenis pemaksaan perkawinan yang

159 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 8.
160 Djan Kemala Dewi, “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang
R I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Law Jurnal, (Februari : 2022), Vol. 2, No. 2, 107.
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mengatasnamakan praktik budaya, antara lain yaitu Kawin Tangkap yang
terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, Kawin Sambung, Kawin Lari,
Kawin Cina Buta, dan Kawin Grebeg/Tangkap/ Maghrib.

Mengingat perjalanan panjang undang-undang ini hingga akhirnya
disahkan oleh DPR, Komnas Perempuan sudah melakukan berbagai kajian di
beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut sudah didokumentasikan menjadi
sebuah e-book yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan™1®?,

Maslahah pada pembahasan pemidanaan pemaksaan perkawinan
dengan mengatasnamakan praktik budaya berada pada tingkat daruriyah,
termasuk kedalam kategori maslahah mursalah karena tidak terdapat nas
syari’ah yang membenarkan ataupun menolaknya, adapun dalam
pembahasan ‘urf, adat yang bertentangan dengan syariah Islam harus
dihentikan, dan dalam penerapannya masuk kedalam kategori maslahah
‘ammah karena undang-undang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.
c. Pemaksaan Perkawinan Korban dengan Pelaku Perkosaan

Tindakan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan
sungguh berdampak negatif, apabila pelaku pemerkosaan memaksa korban
untuk menikah dengannya. Korban perkosaan sudah mengalami trauma yang
mendalam baik fisik dan psikis, justru perlindungan hukum kepada korban
harus diberikan. Memaksa korban untuk menikah dengan pelaku

pemerkosaan sungguh perbuatan yang amat keji dan merupakan tindakan

161https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?subject=%22pemaksaan+
perkawinan%22&search=Search, diakses pada 08 Juni 2023 pukul 19:47.
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kriminal, pelaku sudah melakukan dua delik pidana yaitu pemerkosaan dan
pemaksaan. Untuk tindak pidana perkosaan sendiri sudah diatur dalam KUHP
lama pada pasal 285 dan KUHP baru pasal 473 ayat 1-11.

Dalam hukum Islam terdapat pembahasan hukuman bagi pelaku zina,
tindak pidana zina diancam dengan hukuman Audud atau had yaitu suatu
hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak
Allah.1%2 Maka, hukuman zina telah diatur oleh Al-Quran karena merupakan
hak Allah swt. secara mutlak. terdapat dua macam jenis perbuatan zina, yaitu:
Gairu muhsan, yang berarti perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang
belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah*®. Dalam artian, pelaku
zina masih bujang atau perawan, atau mereka yang belum menikah. Untuk
hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan adalah hukuman dera sebanyak
seratus Kkali.

Allah swt. Berfirman dalam Surah Al-Nur ayat 2,

A i 1 B g 2S0LE Vaadls BL e uols ARG s
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<0 Ft

Geatd) 2 1l RS 1525 Y1 el A 08 Y

£

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-
masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Sedangkan jenis yang kedua adalah Muhsan, yaitu perbuatan zina

yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah

162 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I, (Jakarta: Kharisma limu,
2008) 153-154.
163 R, Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002). 199.
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pernah bercampur secara sah dengan lawan jenisnya (sudah menikah).64
Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan
cara dilempari dengan batu hingga meninggal.*®°

Dalam pembahasan ini apabila pelaku pemerkosaan memaksa korban
untuk menikah dengannya, maka hal tersebut masuk kedalam kategori
pemaksaan perkawinan yang dimaksudkan oleh undang-undang, jadi layak
untuk dijatuhkan hukuman pidana karena pelaku sudah melakukan dua delik,
yaitu pemerkosaan dan pemaksaan.

Namun terdapat kemungkinan lainya, yaitu apabila korban dari
pemerkosaan memaksa pelaku untuk menikah dengannya, karena alasan
untuk menutupi aib keluarga. Maka apabila korban dipidana dijerat dengan
pasal pada undang-undang, korban sudah diperkosa, lalu dipidana karena
memaksa pelaku pemerkosaan untuk menikah dengannya, hal tersebut
sungguh merugikan korban.

Dalam Islam terdapat pembahasan mengenai menikahi korban
perkosaan, wanita yang diperkosa oleh seseorang, dirinya juga sudah
berusaha untuk melawan pelaku, dan bukan karena dasar kerelaan, wanita
tersebut sama sekali tidak menanggung dosa dari kejadian itu. Dikarenakan
dia sedang dalam kondisi dipaksa. Sementara itu orang yang dipaksa, tidak
mendapatkan dosa, meskipun itu perbuatan kekafiran. Allah berfirman pada

Surah al-Nahl ayat 106,

164 R, Abdul Djamali, Hukum Islam, 199.
185 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. 47.
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oGy Eackat 1055 65T 2 ) Wl 33 20 AL S 25
Artinya : “Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman (maka dia
mendapat ancaman) kecuali orang yang dipaksa, sementara hatinya masih
yakin dengan iman.. ” (QS. An-Nahl: 106).

Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadistnya,

e s 106 e 13 A s atdy iath g Aad G
N fmf); 5 (alog e \y@sg;‘qu;éﬁxg;cgwy
e 14 K80 g Sy G
“Sesungguhnya Allah menghilangkan bebz;n dosa dari umatku, ya“;lg
dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena dipaksa. ",

Sedangkan dalam pembahasan ini menurut pemahaman penulis,
kategori pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan yang
dimaksud oleh undang-undang adalah pemaksaan perkawinan jenis pertama,
yaitu pelaku pemerkosaan memaksa korban untuk menikah dengannya,
dikarenakan hal tersebut menyebabkan kerusakan (mafsadah). Maka dari itu
undang-undang ini hadir untuk melindungi hak-hak para korban dari tindak
pidana kekerasan seksual.

Maslahah pada pembahasan pemidanaan pemaksaan perkawinan
korban dengan pelaku perkosaan berada pada tingkat daruriyah, termasuk
kedalam kategori maslahah mursalah karena tidak terdapat nas syari’ah yang
membenarkan ataupun menolaknya, tetapi terdapat dalil yang menjelaskan
tentang zina dan dalam penerapannya masuk kedalam kategori maslahah

‘ammah Karena undang-undang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

186 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Dar Thya’ al-Kitab al-Arabiyah), Jilid 1, 659, No. 2045.
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Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemidanaan pemaksaan
perkawinan pada UU. No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan
seksual merupakan mas/ahah bagi masyarakat umum, serta tidak adanya nas
syari’ah yang menjelaskan tentang hal tersebut secara implisit. Maka
diharapkan undang-undang ini bisa menjadi payung hukum bagi para korban

tindak pidana kekerasan seksual, serta mencegah tindakan kekerasan seksual.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam fokus penelitian dan
pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Pemidanaan pemaksaan perkawinan pada UU. No. 12 tahun 2022 tentang
tindak pidana kekerasan seksual tidak mengakomodir konsep ijbar dalam
Islam. Hak ijbar merupakan bentuk tanggung jawab seorang wali kepada
anaknya, dan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih
dahulu agar bisa menggunakan hak 7jbar tersebut, jadi wali tidak bisa asal
memaksa untuk menikahkan anaknya. Berbeda dengan pemaksaan
perkawinan yang dimaksud oleh undang-undang, pemaksaan perkawinan
tersebut diluar konsep ijbar, hak ijbar hanya dimiliki oleh ayah dan kakek
saja, selain itu masuk kedalam kawin paksa kriminal. Konsep ijbar al- Nikah
dilindungi oleh norma grundnorm yaitu UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2,
dan undang-undang TPKS berada dibawah norma grundnorm. Norma yang
berada pada tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan norma tingkat
atasnya, hal ini sesuai dengan teori Stufenbau (hierarki hukum) milik Hans
Kelsen.

2. Berdasarkan teori maslahah mursalah pemidanaan terhadap pemaksaan

perkawinan pada UU. No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan
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seksual merupakan sebuah mas/ahah bagi masyarakat umum, karena telah
memenuhi persyaratan, yakni undang-undang ini melindungi kelima hal
kebutuhan pokok (maqgasid al-syari’ah) serta mencegah kerusakan
(mafsadah) yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan seksual,
maslahah undang-undang ini juga sudah diyakini secara pasti, mengingat
perjalanannya yang amat panjang hingga akhirnya disahkan oleh DPR,
berlaku secara umum yakni untuk masyarakat Indonesia serta sesuai dengan
hukum Islam, dalam artian tidak mengakomodir konsep ijbar dalam Islam,
karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seorang wali
terhadap anak gadisnya, tak hanya itu terdapat beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi sehingga sang wali tidak bisa asal memaksa untuk
menikahkan anak gadisnya dengan lelaki pilihan sang wali. Dalam undang-
undang tersebut tertulis kategori pemaksaan perkawinan yakni perkawinan
anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya dan
pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, ketiga kriteria
tersebut sungguh berdampak negatif dan menimbulkan kerusakan
(mafsadah).
B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah, beserta tokoh agama bisa memberikan edukasi
kepada masyarakat dalam pemahaman mengenai konsep wali mujbir,
sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman mengenai konsep 7jbar, karena
kesalahpahaman tersebut mengarah kepada konotasi 7krah, yaitu tindakan

yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia dan terkadang



110

disertai dengan ancaman. Sedangkan ijbar adalah bentuk tanggung jawab
seorang wali terhadap anak gadisnya, kemudian dalam konsep zjbarterdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga sang wali tidak bisa
asal memaksa untuk menikahkan anaknya, sehingga nantinya bisa
mewujudkan kemaslahatan bagi para mempelai dan walinya. Adapun
usulan pasal yang sebaiknya ditambahkan adalah pasal yang menyatakan
bahwa wali mujbir tidak termasuk dipidana karena dilindungi oleh norma
grundnorm yaitu UUD 1945. Maka diharapkan undang-undang ini bisa
menjadi payung hukum bagi para korban tindak pidana kekerasan seksual,
serta mencegah tindakan kekerasan seksual yang masih marak terjadi.

. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti perihal pemaksaan
perkawinan dengan melakukan kajian lapangan agar data yang didapat lebih
valid, dan bisa menguji efektifitas undang-undang tindak pidana kekerasan

seksual ini, setelah berjalan beberapa tahun kemudian.
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